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ABSTRAK 

 

UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM 

MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP  

SATWA DILINDUNGI 

(Studi Pada Kepolisian Polda Lampung) 

Oleh 

Muharram Alfarobi 

Satwa dilindungi merupakan hewan yang memiliki hak untuk dijaga dan  

dikembangbiakan agar tetap Lestari. Perkembangan teknologi memberikan celah 

kepada pemburu melakukan perdagangan gelap melalui kegiatan konvensional 

maupun media sosial melalui modus operandi pelaku yang telah sistematis 

berkembang di masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis 

merumuskan permasalahan yaitu upaya Subdit IV Tipiter Ditreskrimsus 

mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi dan faktor penghambat dalam 

pengungkapan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan 

didukung yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik 

Pembantu Unit 3 Subdit IV Tipidter Kepolisian Daerah Lampung, Kanit Polhut 

(Kepala Unit Polisi Kehutanan) BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung, dan 

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data 

secara deskriptif kulitatif. 

Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan 

Subdit IV Tipidter dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi melalui 

2 upaya, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Melalui Upaya penal Subdit IV 

Tipidter Ditreskrimsus menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai 

pencegahan umum (general prevention) ditegakan sesuai dengan regulasi, mulai 

dari Tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui upaya non penal 

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung & Balai Konservasi Sumber 

Daya Alam (BKSDA) bekerjasama dan berkesinambungan melakukan pencegahan 

non pidana, melalui sosialisasi, edukasi, sharing data, patrol, dan menerima 

pengaduan dari organisasi Masyarakat.  

 

 

 



Muharram Alfarobi 

Ada lima faktor penghambat penanggulangan perdagangan gelap satwa dilindungi, 

salah satunya faktor aparat penegak hukum yang mengalami kekurangan SDM 

dalam memahami teknik pengungkapan perdagangan gelap satwa. Selain itu, sarana 

dan prasarana pendukung seperti alat patroli dan pos pengawasan masih belum 

memadai, menghambat pengawasan di daerah. 

Adapun saran dalam penelitian ini, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak 

hukum dan peningkatan sarana prasarana melalui pelatihan teknis serta pemenuhan 

peralatan patroli dan teknologi pengawasan untuk mendukung penindakan 

perdagangan gelap satwa dilindungi secara optimal. Selain itu, program edukasi dan 

sosialisasi intensif kepada masyarakat di Lampung harus dilakukan secara 

menyeluruh lewat kolaborasi antara Subdit IV Tipidter, BKSDA, organisasi 

masyarakat sipil, dan media, memanfaatkan teknologi informasi serta media sosial 

agar kesadaran tentang pentingnya pelestarian satwa 

Kata Kunci : Upaya Penanggulangan, Perdagangan Gelap, Satwa dilindungi. 

  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

EFFORTS OF SUBDIRECTORATE IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS IN 

UNCOVERING ILLEGAL TRADE OF PROTECTED WILDLIFE 

(A Study at Lampung Regional Police) 

 

By 

Muharram Alfarobi 

 

Protected animals have the right to be protected and bred to ensure their 

sustainability. Technological developments provide opportunities for poachers to 

engage in illegal trade through conventional means and social media, using a 

modus operandi that has systematically developed within society. Based on this 

background, the author formulates the problem, namely the efforts of Subdit IV 

Tipidter Ditreskrimsus to uncover the illegal trade in protected animals and the 

inhibiting factors in uncovering cases of illegal trade in protected animals. 

This research uses a juridical normative approach supported by empirical juridical 

methods through applicable legislation, literature studies, and interviews with 

informants, including Assistant Investigators of Unit 3 Subdit IV Tipidter of the 

Lampung Regional Police, the Head of Forest Police Unit (Polhut) BKSDA 

Bengkulu, Lampung Region Section 3, and a Criminal Law Lecturer at the Faculty 

of Law, University of Lampung. The data is analyzed descriptively qualitatively. 

The results and discussion show that Subdit IV Tipidter’s efforts to tackle illegal 

trade of protected wildlife are carried out through two approaches: penal and non-

penal efforts. Through penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus enforces 

general prevention policies in criminal law according to the regulations in Law 

Number 32 of 2024 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their 

Ecosystems, applicable from the investigation stage to court verdicts. Through non-

penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Lampung Regional Police and 

BKSDA cooperate continuously in non-criminal prevention by conducting 

socialization, education, data sharing, patrols, and receiving reports from 

community organizations. There are five main hindering factors: legislation, law 

enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. In 

particular, law enforcement officers lack adequate human resources who 

understand the techniques for uncovering illegal wildlife trade. Additionally, 

supporting facilities such as patrol equipment and monitoring posts remain 

inadequate, hindering supervision in several areas.  

 

 



The societal factor is significant due to limited knowledge and education about 

protected wildlife, especially in Lampung, resulting in low awareness of 

conservation. These factors are interrelated and become challenges in efforts to 

eradicate illegal wildlife trade. 

Based on the findings, this study suggests strengthening the capacity of law 

enforcement officers and improving facilities and infrastructure through technical 

training and adequate provision of patrol equipment and surveillance technology 

to support optimal enforcement against illegal trade of protected wildlife. 

Furthermore, intensive and comprehensive education and socialization programs 

for communities in Lampung should be implemented through collaboration 

between Subdit IV Tipidter, BKSDA, civil society organizations, and media, 

utilizing information technology and social media to increase awareness of the 

importance of wildlife conservation and the negative impacts of illegal trade 

effectively and broadly. 

Keywords: Enforcement Efforts, Illegal Trade, Protected Wildlife.  

Muharram Alfarobi 
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MOTTO  

 

 خَيْرُ النَّاسِ انَْفعَهُُمْ لِلنَّاسِ 

“Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama.” 

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-

Albani dalam Shahihul Jami’ no:3289) 

“Talk less. Do more. Fear less. Achieve more.” “Kurangi bicara. Perbanyak 

berbuat. Kurangi rasa takut. Raih lebih banyak.” 

(Mathsona Dhliwayo)  

 "Semua orang adalah jenius. Tetapi jika Anda menilai seekor ikan dari 

kemampuannya memanjat pohon, ikan itu akan menghabiskan seluruh hidupnya 

dengan meyakini bahwa ia bodoh." 

 (Albert Einstein) 

“Pendidikan adalah perang terhadap kedunguan” 

(Rocky Gerung) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pemberi 

Petunjuk karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan melewati rintangan atas petunjuk-Nya. Dengan sepenuh hati, penulis 

persembahkan skripsi ini kepada: 

 

Kedua Orang Tua Tercinta, 

“Herbert Eka Putra dan Neli Sukma Dewi” 

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam 

hidup penulis , Papa dan Mama. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi 

mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya 

selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak 

pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Penulis selamanya bersyukur dengan 

keberadaan kalian sebagai orangtua ku. Semoga Allah SWT membalas segala 

kebaikan dan memudahkan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Abang dan Ayuk Tercinta, 

“Muhammad Amar, Erly Maulidya, dan Endhika Saputra.” 

Terimakasih telah berjuang dan memberikan dukungan serta kasih sayang kepada 

penulis. Terimakasih atas segala doa baik yang telah dilangitkan untuk setiap 

langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan menolong dengan ikhlas terhadap 

kesulitan yang penulis alami.  Semoga Allah memberkahi-Nya. 

Almamater tercinta Universitas Lampung Tempatku memperoleh ilmu dan 

menemukan keluarga baru. 



 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan 

karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA 

SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP 

PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI (STUDI PADA 

KEPOLISIAN POLDA LAMPUNG)” Skripsi ini disusun sebagai salah satu 

syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas 

Lampung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat, penulis 

ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:   

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor 

Universitas Lampung. 

2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, atas arahan dan dukungannya selama masa studi di Fakultas Hukum. 

3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung dan sekaligus selaku Dosen Pembahas II, atas 

nasihat dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini. 

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana 

yang telah meluangkan waktu  untuk membantu penulis dalam menyelesaikan 

studi di Bagian Hukum Pidana; 

5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, 

atas kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses 

penyusunan skripsi ini. 

6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, atas 

kesabaran, bimbingan, dan masukan yang sangat konstruktif selama proses 

penyusunan skripsi ini. 



 

 

 

 

7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, atas kritik, saran, 

dan masukan yang sangat membantu dalam meningkatkan kualitas skripsi ini. 

8. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang telah membimbing dan memberi arahan selama masa perkuliahan 

berlangsung, semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat. 

9. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya 

pada bidang Hukum Pidana, yang telah dengan penuh dedikasi memberikan 

ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis, serta memberikan bantuan 

teknis dan administratif selama masa studi. 

10. Seluruh narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya memberikan 

pendapat dan dukungan pada saat penulis melakukan penelitian. 

11. Teristimewa kepada kedua orang tua ku, Papa Herbert Eka Putra dan Mama 

Neli Sukma Dewi Terimakasih atas segala dukungan, perhatian, kasih sayang 

dan doa yang dilangitkan dalam setiap langkah ku. Terimakasih telah 

mendengarkan keluh kesah serta memberikan kepercayaan kepadaku. 

12. Kepada Abang Muhammad Amar, Ayuk Erly Maulidya, Abang Endhika 

Saputra, Kakak Widya Duhra, dan Kakak Sonia Artha Nauli Siregar tercinta, 

terima kasih atas segala doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah henti 

menemani perjuangan ini, pencapaian ini adalah berkat dukungan kalian. 

13. Kepada Almarhum Nenek Laki Sumun Muchyin, Almarhum Datuk Zubaidi, 

dan Almarhumah Andung Zainabun, terima kasih atas semua cinta, dukungan, 

dan doa yang tak pernah berhenti semasa hidup. Aku selalu ingat kebaikan dan 

semangat kalian. Semoga kalian berbahagia di sisi-Nya. Kepada Nenek 

Perempuan Saimah, terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan semangat 

serta doa yang telah diberikan. Semoga dapat menjadi cucu yang bisa 

membanggakan nenek. 

14. Terima kasih kepada seluruh Keluarga Besar Almarhum Nenek Laki Sumun 

Muchyin dan Keluarga Besar Almarhum Datuk Zubaidi yang selalu memberi 

nasehat dan memberikan semangat selama perkuliahan. Semoga kita selalu 

diberi Kesehatan dan Kesuksesan. 

15. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku di kampus Unila, seluruh 

teman-teman saat PKKMB Grup Mahasiswa Perjuangan (MP), seluruh teman-



 

 

 

 

teman Grup Kance Kite , Seluruh teman-teman di Grup Satgas 289, dan seluruh 

teman-teman grup KKN Rejomulyo dan grup-grup yang lain tidak bisa saya 

sebutkan satu persatu yang selalu ada dan menjadi penyemangat serta 

memberikan bantuan selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini dan juga atas 

kegilaan yang membuat proses ini jadi lebih ringan. 

16. Terima kasih kepada teman-teman di lingkungan kelurahan Pengajaran, 

semoga pertemanan kita selalu kompak dan terima kasih telah menjadi bagian 

dari perjuangan ini. Semoga kita semua meraih kesuksesan sesuai impian kita 

masing-masing. 

17. Terima kasih kepada organisasi UKM-F PSBH dan HIMA Pidana karena telah 

menjadi wadah bagi saya untuk belajar dan berkembang menuntut ilmu serta 

menambah relasi yang sangat memotivasi diri untuk lebih berpikir kritis maju 

kedepan. 

18. Kepada rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2021, 

yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas kebersamaan 

selama masa perkuliahan; 

19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan 

kepada Penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk 

penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan 

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum 

Pidana. 

Bandar Lampung, 8 Desember 2025 

             

                                                                         Muharram Alfarobi 

                                                                           NPM. 2152011098 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah......................................................................    1 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup ......................................................    9 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................    10 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual ......................................................    10 

E. Sistematika Penulisan .........................................................................    18 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan .............    19 

B. Tinjauan Umum Subdit IV Tipidter Polda Lampung .........................    23 

C. Perdagangan Gelap Satwa ...................................................................    26 

D. Tinjauan Umum Satwa dilindungi ......................................................    30 

E. Tinjauan Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan..................    35 

 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ............................................................................    37 

B. Sumber dan Jenis Data ........................................................................    37 

C. Penentuan Narasumber .......................................................................    38 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data ....................................    39 

E. Analisis Data .......................................................................................    40 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus mengungkap perdagangan  

gelap satwa dilindungi ........................................................................    41 

1. Upaya Penal ..................................................................................    45 

2. Upaya Non-Penal  .........................................................................    63 

 

B. Faktor Penghambat dalam pengungkapan kasus perdagangan gelap  

satwa dilindungi ..................................................................................    81 

1. Faktor Undang-Undang ................................................................    83 

2. Faktor Penegak Hukum .................................................................    86 

3. Faktor Sarana dan Prasarana .........................................................    88 

4. Faktor Masyarakat ........................................................................    90 

5. Faktor Kebudayaan .......................................................................    91 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan .............................................................................................    97 

B. Saran ...................................................................................................    98 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



1 

 

 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keanekaragaman flora dan fauna merupakan anugrah yang sangat berharga, hal ini 

mencerminkan kekayaan biodiversitas yang luar biasa mumpuni. Keberlangsungan 

hidup flora maupun fauna tersebut didukung dengan lingkungan yang baik, guna 

perkembangan gene rasi bagi satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi. 

Satwa yang dilindungi hidup menyatu sehari-sehari dengan manusia, menyebabkan 

pergesekan ekosistem wilayah sehingga kiat mengikis tempat hidup bahkan 

keberadaanya mereka.1 

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati yang ada di alam yang 

mencakup Satwa termasuk tumbuhan dan satwa liar. Satwa dapat berupa hewan 

yang hidup di darat, air, atau udara. Satwa termasuk satwa langka, satwa langka 

yang dilindungi. Satwa langka adalah hewan yang populasinya sudah terancam 

punah. Mereka sangat kecil dan perlu dilindungi. Ada banyak hewan langka di 

Indonesia, seperti Harimau Sumatra, badak Sumatra, orang utan, monyet hitam 

Sulawesi, anoa, serta gajah dari Sumatera. Sudah dinyatakan bahwa spesies ini 

terancam punah. Binatan yang hidup di darat, di air, atau di udara yang masih 

memiliki ciri-cirinya.2 

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia 

(megadiversity), termasuk didalamnya keanekaragaman binatang / satwa liar atau 

fauna. Indonesia menempati pertingkat pertama di dunia, yang memiliki 

keanekaragaman jenis mamalia, memiliki keanekaan burung dan reptile. 

 
1 Supriaitnai, J. (2018). Kionsiervaisi Biiodiviersitais: Tieiori dain Praiktik di Indioniesiai. Yaiyaisain Pustaikai 

Obior Indioniesiai. 
2 Hainim, L., Chailim, M. A., & Haifidz, J. (2020, Nioviembier). Pielaiksainaiain pierlindungain saitwai liair 

yaing dilindungi mienurut Hukum Indioniesiai dain Hukum Intiernaisiionail. In Priosiding Sieminair 

Naisiionail Pienielitiain Dain Piengaibdiain Kiepaidai Maisyairaikait (Viol. 1, Nio. 1, pp. 161-168). 
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Persebaran fauna. dikelompokan dalam wilayah geografi yaitu fauna Indonesia 

barat, fauna Indonesia tengah dan fauna Indonesia timur.3 Indonesia adalah negara 

yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan 

Kongo.4 Hal menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya 

akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna.  Terdapat empat 

unsur yang terkandung dalam definisi hutan sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni unsur lapangan yang 

cukup luas (tanah hutan), unsur pohon flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur 

penetapan pemerintah. Unsur pertama hingga ketiga merupakan persekutuan hidup 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.5 Namun, potensi ini ternoda 

oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan penyebab 

berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia.  

International Animal Rescue (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa 

liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika.6 Hal ini 

menunjukan isu terkait perdagangan satwa liar terlebih satwa liar yang dilindungi 

merupakan isu lingkungan yang memerlukan perhatian. Banyak ditemukan 

perilaku dan tindakan anggota masyarakat yang meresahkan yang mengarah pada 

tindakan kejahatan. Hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perburuan dan 

perdagangan illegal berbagai jenis satwa. Perdagangan satwa liar akan terjadi 

apabila diawali oleh adanya penangkapan, pembunuhan, kepemilikan satwa dan 

perdagangan yang dalam hal ini semua terjadi karena masih adanya permintaan 

terhadap satwa tersebut. Kini perdagangan satwa liar menjadi ancaman yang serius 

bagi kelestarian satwa liar di Indonesia. 

Salah satu dasar hukum yang berkaitan dengan isu perdagangan satwa langka ini 

adalah Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE), aturan 

 
3 Jiohain Iskaindair, Kieainiekaiain Haiyaiti Jienis Binaitaing : Mainfaiait Ekioliogi Baigi Mainusiai, Jaikairtai, Wairtai 

Bieai Cukaii, 2015, hlm.1. 
4 Ahmaid Riedi, Hukum Sumbier Daiyai Alaim Dailaim Siektior Kiehutainain (Sinair Graifikai 2014). Hlm.2 
5 Sailim, Daisair-Daisair Hukum Kiehutainain (Sinair Graifikai 2008).hlm.41 
6 Pietrus Riski, ‘Pientingnyai Pienguaitain Hukum dailaim Pierlindungain Saitwai Liair di Indioniesiai’, VOA 

Indioniesiai (2019), , Dia iksies paidai tainggail 24 Diesiembier 2024. 
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berisikan asas pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 

yakni pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam dan ekosistem 

secara serasi dan seimbang. Sasaran aturan ini adalah berusaha mengubah sikap 

mental masyarakat untuk mencintai dan melestarikan lingkungan hidupnya, 

termasuk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.7 Lebih dari 95% satwa yang 

dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai 

jenis satwa dilindungi dan hampir punah masih diperdagangkan secara bebas di 

Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses 

penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kadang 

sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.8 

Faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang 

dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta 

didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Pelaku perdagangan satwa liar yang 

dilindungi biasanya dijerat menggunakan Undang-Undang Konservasi sumber 

daya alam hayati dan ekosistem. Hal ini tetap saja tidak menimbulkan efek jera bagi 

pelaku. Bahkan dewasa ini praktik jual beli ini semakin meningkat.  

Jual beli telah dilakukan antar negara dan menggunakan sistem jual beli di media 

sosial. Bisnis perdagangan satwa liar semakin memiliki celah besar karena banyak 

sekali komunitas hobi pemelihara hewan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kegiatan kriminal yang memiliki nilai 

untung yang besar karena permintan dari pembeli yang semakin meningkat.9 

Perdagangan satwa memiliki potensi keuntungan yang sangat besar terlebih satwa 

langka, semakin langka hewan maka semakin mahal harganya. Tanpa penegakan 

hukum yang tegas, maka pelaku dapat menggunakan keuntungan finansial atas 

perdagangan satwa liar dilindungi dan menyembunyikannya ke dalam sistem 

ekonomi untuk menjadi dasar kekuatan jaringan mereka. 

 
7 Abdullaih Mairlaing, Rinai Mairyainai, Hukum Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim Haiyaiti dain 

Ekiosistiemnyai (Mitrai Waicainai Miediai 2015).hlm.88 
8 Hidaiyait, A. A., Naisrullaih, N., & Hidaiyait, B. (2024). Pierain Bailaii Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim 

(BKSDA) Dailaim Pierlindungain Saitwai Dilindungi Di Yiogyaikairtai. Jurnail Liocus Pienielitiain Dain 

Piengaibdiain, 3(7), 588-596. 
9 Iriaini, K. F. E., & Raihaiyu, M. I. F. (2023). Upaiyai Pierlindungain Hukum Tierhaidaip Saitwai Dilindungi 

Jienis Burung Ciendraiwsih. UNES Laiw Rieviiew, 6(1), 4034-4038. 
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Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu 

pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan 

perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi 

undangundang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang 

dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai pasar-pasar burung. Seperti 

kakak tua jambul kuning, padahal Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 

2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang 

kegiatan tersebut.  

Menurut data dari International Union for Conservation of Nature (UICN) lebih 

dari 38.500 spesies terancam punah, dan perdagangan ilegal adalah salah satu 

penyebab utamanya.10 Spesies seperti gajah, badak, harimau, dan orangutan sering 

menjadi target perdagangan. Rentang waktu mulai dari 2020-2024 menurut laporan 

the world wildlife crime report mayoritas satwa liar yang dilindungi mengalami 

penurunan tingkat kehidupan. Lebih dari 140.000 laporan penyitaaan satwa liar 

dilindungi dari 160 negara di dunia. Kasus rencana penyelundupan satwa liar 

dilindungi belasan ekor kadal melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-

Hatta pada 12 November 2022, petugas telah mengamankan seorang penumpang 

berkewarganegaraan Jepang yang menyembunyikan spesies Tiliqua Gigas itu di 

dalam dua kotak plastik, untuk dibawa ke Jepang dengan menggunakan pesawat 

Thai Airways TG-436 rute Jakarta-Bangkok-Osaka. kadal berspesies Tiliqua Gigas 

yang juga dikenal dengan sebutan ‘bengkarung lidah biru’ atau ‘kadal panana’ itu 

kini tidak termasuk sebagai satwa liar dilindungi yang terdapat dalam Appendix I 

CITES.11 

Merujuk laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang 

dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kasus perburuan dan 

perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) ditahun 2021 mencatat sebanyak 65 

kasus, lalu angkanya semakin menurun di tahun 2022 dengan total 35  kasus 

 
10 IUCN Ried List iof Thrieaitienied Spieciies diaiksies paidai paidai 5 Mairiet 2025 
11 Agung Sulistyio (2019). Pierdaigaingain Saitwai Liair yaing Dilindungi dain Tidaik di Lindungi da ilaim 

Aturain Hukum Naisiionail dain Intiernaisiionail, Jurnail Laiw, hlm. 13 

https://www.iucnredlist.org/en
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perdagangan mamalia (15 satwa dilindungi termasuk harimau & orang utan) 

kemudian sebanyak 121 kasus perdagangan burung (105 satwa liar dilindungi 

termasuk kakatua koki dan kasturi kepala hitam) dan sebanyak 904 kasus 

perdagangan reptil termasuk 118 satwa dilindungi berupa labi moncong babi). 

Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (Pasal 21 UU 

KSDAHE). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 

tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40 UU KSDAHE). Perdagangan 

legal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak 

pidana.12  

Maraknya kasus perdagangan gelap satwa yang dilindungi, maka peran penegak 

hukum sangat dibutuhkan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan gelap 

satwa yang dilindungi, salah satu aparat penegak hukum yang dibutuhkan dalam 

mengungkap perdagangan gelap adalah pihak kepolisian, khususnya pada bagian 

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus di kota Bandar Lampung. 

Salah satu Upaya pihak kepolisian Polda Lampung dalam memberantas tindak 

pidana perdagangan gelap satwa yang dilindungi yaitu melakukan pencegahan 

dengan penangkapan terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi, berdasarkan 

data Kepolisian Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus beberapa kasus penangkapan 

pelaku satwa liar dilindungi. Berikut merupakan kasus KSDA tahun 2023 dan tahun 

2024 periode Januari sampai dengan Mei oleh Polda Lampung: 

Tabel 1. Data KSDA tahun 2023 & 2024 Ditreskrimsus Polda Lampung 

No Jenis Satwa Deskripsi Perkara 

1.  2 Ekor Lutung 

Sampai, 1 Burung 

Hantu dilindungi dan 

2.445 kg sisik 

tringgiling 

LP/A/1/I2023/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA 

LAMPUNG tanggal 17 Januari 2023 terhadap 

pelaku RN (32). Pelaku pada hari selasa tanggal 17 

Januari Pukul 13.30 WIB melakukan kegiatan 

penjualan satwa dilindungi berupa 2 Ekor Lutung 

Sampai, 1 Burung Hantu dilindungi dan 2.445 kg 

sisik tringgiling yang berasal dari Bengkulu.13 

 
12 Kiemientriain Lingkungain Hidup dain Kiehutainain, Painduain Idientifikaisi Jienis Saitwai Liair Dilindungi 

Maimailiai, Jaikairtai, 2018, hlm. 11. 
13 Kaisus KSDA Taihun 2023 & 2024 (Jainuairi Saimpaii diengain Mairiet iolieh Ditrieskrimsus Piolda i 

Laimpung, dipieriolieh paidai 17 Juli 2025 
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2.  42 Burung Nuri 

Tanau, 2 Ekor 

Burung Anis, 3 Ekor 

Burung Sikatan 

Krongkongan Putih, 

60 Ekor Burung 

Sogon, 20 Ekor 

Burung Siri-siri 

Kecil, 5 Ekor Burung 

Kutilang Abu, 5 Ekor 

Burung Sikatan, 8 

Ekor Cucak Biru. 

LP/A/2/I/2023/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA 

LAMPUNG tertanggal 17 Januari 2023 terhadap 

pelaku ADS. Barang bukti berupa 42 Burung Nuri 

Tanau, 2 Ekor Burung Anis, 3 Ekor Burung Sikatan 

Krongkongan Putih, 60 Ekor Burung Sogon, 20 

Ekor Burung Siri-siri Kecil, 5 Ekor Burung 

Kutilang Abu, 5 Ekor Burung Sikatan, 8 Ekor 

Cucak Biru. Pada hari senin 16 Januari 2023 pukul 

15.30 WIB, PA PJR Induk 1 Kalianda sedang 

melaksanakan patrol di Jalur Tol mendapatkan 

informasi pelaku ADS membawa satwa burung 

tanpa dokumen, setelah dicek burung tersebut 

berasal dari Bukit Kemuning Lampung Utara yang 

akan dibawa ke Pulau Jawa. kasus tersebut berhasil 

diungkap pada Selasa (17/1/2023) sore saat turun 

dari mobil di pintu keluar TOL Kotabaru. 

Berdasarkan pengakuan tersangka, satwa liar 

tersebut dikirim dari Bengkulu dan rencananya 

akan dikirim ke pulau Jawa. 14 

3.  3 ekor hewan 

dilindungi (kucing 

Hutan, Meong 

Congkok (Kucing 

Kuwuk) 

LP/A/5/I/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA 

LAMPUNG tertanggal 26 Januari 2023 Terhadap 

Pelaku IP. Barang bukti berupa 3 ekor hewan 

dilindungi (kucing Hutan, Meong Congkok 

(Kucing Kuwuk).15  Pada hari Rabu tanggal 25 

Januari 2023 pukul 21.00 WIB, Unit 1 Subdit IV 

Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung melakukan 

penyidikan di Desa Hajimena, Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan di Jalan Raya 

Hajimena Nomor 125, pelaku IP memperniagakan 

kucing kuwuk yang tersimpan pada bok kardus 

berwarna coklat.16 

4.  9 Batang Pipa Rokok 

gading gajah. 

LP/A/8/II/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA 

LAMPUNG tertanggal 3 Februari 2023 terhadap 

pelaku SE. barang bukti berupa 9 Batang Pipa 

Rokok gading gajah. Pada hari kamis tanggal 2 

Februari 2023 sekira pukul 16.30 WIB 

menawarkan 9 Batang Pipa gading Gajah Sumatera 

untuk dijual.17 

5.  274 burung yang 

dilindungi 

LP/A/29/IX/SPKT.DITRESKRIMSUS/POLDA 

LAMPUNG tertanggal 12 September 2023 

 
14https://laimpung.jpnn.ciom/kriminail/4032/piolisi-kiembaili-mienggaigailkain-pienyielundupain-saitwai-

liair-di-laimpung-sielaitain diaiksies paidai 8 Mairiet 2025 
15 Kaisus KSDA Taihun 2023 & 2024 (Jainuairi Saimpaii diengain Mairiet iolieh Ditrieskrimsus Piolda i 

Laimpung, dipieriolieh paidai 17 Juli 2025 
16 Kaisus KSDA Taihun 2023 & 2024 (Jainuairi Saimpaii diengain Mairiet iolieh Ditrieskrimsus Piolda i 

Laimpung, dipieriolieh paidai 17 Juli 2025 
17 Kaisus KSDA Taihun 2023 & 2024 (Jainuairi Saimpaii diengain Mairiet iolieh Ditrieskrimsus Piolda i 

Laimpung, dipieriolieh paidai 17 Juli 2025 

https://lampung.jpnn.com/kriminal/4032/polisi-kembali-menggagalkan-penyelundupan-satwa-liar-di-lampung-selatan
https://lampung.jpnn.com/kriminal/4032/polisi-kembali-menggagalkan-penyelundupan-satwa-liar-di-lampung-selatan
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terhadap pelaku DS. Barang bukti berupa 274 

burung yang dilindungi, pelaku mengankut satwa 

dalam keadaan hidup dan mati jenis burung di 

Kilometer 140 b jalan tol bakauheni Terbanggi 

Besar Kabupaten Lampung Tengah.18 

6.  1 Jenis Burung takur 

warna warni, 30 

Jenis Burung Cica 

hijau sayap biru, 9 

jenis burung cica 

hijau besar, 29 jenis 

burung cica hijau 

Sumatera, 6 jenis 

burung cica hijau 

kecil. 

LP/A1/I/2024/SPKT/DITRESKRIMSUS/POLDA 

LAMPUNG tertanggal 6 Januari 2024 terhadap 

pelaku P. Barang Bukti berupa 1 Jenis Burung takur 

warna warni, 30 Jenis Burung Cica hijau sayap 

biru, 9 jenis burung cica hijau besar, 29 jenis 

burung cica hijau Sumatera, 6 jenis burung cica 

hijau kecil. Pada hari Sabtu 6 Januari 2024 pukul 

00.430 WIB di Jl. Trans Sumatera (Tol Palembang-

Bakauheni km 87), menangkap pelaku P diduga 

membawa satwa yang dilindungi (jenis burung) 

tanpa memiliki izin, yang berangkat dari Lahat dan 

singgah dipinggir jalan Simpang Perikanan Desa 

Way Pisang Kecamatan Way Tuba.19 

7.  Owa, Ungko, Kucing 

Emas, dan burung 

Kuau Raja. 

Perdagangan satwa liar di lindungi pada Oktober 

tahun 2022 di Pasaman, Sumatera Barat, terdapat 

empat pelaku AS, SW, BD, dan YA berhasil 

ditangkap dikarenakan akan menjual satwa liar 

berupa Owa, Ungko, Kucing Emas, dan burung 

Kuau Raja. Motif penjualanya dilakukan melalui 

media sosial Facebook. 

8.  rusa sambar Senin 9 Desember 2024 malam ketika petugas 

keamanan dari Tambling Wildlife Nature 

Conservation (TWNC) menemukan dua pria, AJ 

(43 Tahun) dan HN (51 Tahun), membawa karung 

putih berisi daging rusa sambar yang merupakan 

satwa dilindungi di kawasan perkebunan kacang di 

Pekon Way Haru, Kecamatan Bangkunat.20 

9.  sisik trenggiling 7 

ons, burung tricok 

100 ekor, burung 

kutilang emas 20 

ekor, burung 

perkutut 88 ekor, 

burung manyar 28 

ekor, burung 

mantenan 1 ekor, 

14 November 2023 dilakukan pula penangkapan 

oleh Petugas Resort Ulubelu Balai Besar TNBBS 

dengan mengamankan 1 tersangka pemburu 

sekaligus pedagang satwa liar antara lain sisik 

trenggiling 7 ons, burung tricok 100 ekor, burung 

kutilang emas 20 ekor, burung perkutut 88 ekor, 

burung manyar 28 ekor, burung mantenan 1 ekor, 

burung cecak keling 1 ekor.  Mereka memasang tali 

jerat untuk menangkap harimau yang kemudian 

 
18 Kaisus KSDA Taihun 2023 & 2024 (Jainuairi Saimpaii diengain Mairiet iolieh Ditrieskrimsus Piolda i 

Laimpung, dipieriolieh paidai 17 Juli 2025 
19 Kaisus KSDA Taihun 2023 & 2024 (Jainuairi Saimpaii diengain Mairiet iolieh Ditrieskrimsus Piolda i 

Laimpung, dipieriolieh paidai 17 Juli 2025 
20https://www.kupaistuntais.cio/2024/12/18/bierburu-saitwai-dilindungi-tigai-priai-aisail-piesibair-

tieraincaim-5-taihun-pienjairai diaiksies paidai 8 Mairiet 2025 

https://www.kupastuntas.co/2024/12/18/berburu-satwa-dilindungi-tiga-pria-asal-pesibar-terancam-5-tahun-penjara
https://www.kupastuntas.co/2024/12/18/berburu-satwa-dilindungi-tiga-pria-asal-pesibar-terancam-5-tahun-penjara
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burung cecak keling 

1 ekor. 

mereka bunuh untuk diambil bagian kulit, kuku, 

tulang, dan taringnya.21 

10.  52 (lima puluh dua) 

kg sisik trenggiling 

(Manis javanica) 

dalam 2 (dua) karung 

secara illegal dengan 

kesepakatan harga 

2.200.000,-(dua juta 

dua ratus ribu rupiah) 

per kilogramnnya 

Lanoi anak Bubuh berumur 65 Tahun berasal dari 

kota Sintang, Kalimantan Barat menjual 52 (lima 

puluh dua) kg sisik trenggiling (Manis javanica) 

dalam 2 (dua) karung secara illegal dengan 

kesepakatan harga 2.200.000,-(dua juta dua ratus 

ribu rupiah) per kilogramnnya, motifnya 

mendapatkan sisik trenggiling dengan cara 

membeli dari masyarakat yang datang kerumahnya 

atau ditukar dengan sembako lalu disimpan dalam 

drum plastik dan selanjutnya dijual.22 

Sumber : Data Kasus KSDA Tahun 2023 & 2024 

Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap perdagangan gelap 

satwa dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum dan 

melaksanakan tugas dalam bidang menjaga keamanan. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 5 dan 13 UU No 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 

serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:  

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  

b. menegakkan hukum; dan  

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

 
21http://www.wwf.id/id/bliog/baibaik-bairu-pieniegaikain-hukum-pierburuain-dain-pierdaigaingain-saitwai-

liair-di-laimpung diaiksies paidai 8 Mairiet 2025 
22 https://kumpairain.ciom/kumpairainniews/juail-sisik-trienggiling-sienilaii-rp-2-m-4-ioraing-di-kailbair-

ditaingkaip-1sVmdYC1Mr2 diaiksies paidai 8 Mairiet 2025 

https://kumparan.com/kumparannews/jual-sisik-trenggiling-senilai-rp-2-m-4-orang-di-kalbar-ditangkap-1sVmdYC1Mr2
https://kumparan.com/kumparannews/jual-sisik-trenggiling-senilai-rp-2-m-4-orang-di-kalbar-ditangkap-1sVmdYC1Mr2
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Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, sangat penting dalam menanggulangi kejahatan 

perdagangan gelap satwa dilindungi. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi bertanggung jawab untuk memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tugas pokok tersebut, 

polisi memiliki kewenangan dan peran strategis dalam melakukan penyidikan, 

penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang 

dilindungi, guna menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan keadilan 

bagi masyarakat. 

Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (TIPIDTER) di bawah Direktorat Reserse 

Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polri memegang peran krusial dalam upaya 

menanggulangi kejahatan perdagangan gelap satwa dilindungi. Subdit IV Tipidter 

Ditreskrimsus bertanggung jawab untuk terhadap jaringan kejahatan terorganisir 

yang terlibat dalam perdagangan ilegal satwa dilindungi. Kejahatan ini sering kali 

melibatkan jaringan yang kompleks, mulai dari pemburu, pedagang, hingga 

sindikat internasional yang memanfaatkan teknologi dan sistem logistik modern 

untuk mengelabui aparat penegak hukum. Perdagangan satwa dilindungi dilakukan 

dengan modus operandi yang semakin canggih, untuk transaksi, penyamaran 

dokumen, dan jaringan distribusi yang sulit dilacak. Hal ini menuntut Subdit IV 

Tipidter Ditreskrimsus untuk terus meningkatkan kapasitas dan metode investigasi 

guna mengungkap jaringan kejahatan tersebut. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka peneliti 

memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan 

dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul ”Upaya Subdit IV Tipidter 

Ditreskrimsus Dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi 

(Studi Pada Kepolisian Daerah Lampung)“ 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang jadi permasalahan yaitu : 

a. Bagaimanakah upaya Subdit IV Tipiter Dirtreskrimsus mengungkap 

perdagangan gelap satwa dilindungi? 
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b. Apakah faktor penghambat dalam pengungkapan kasus perdagangan gelap 

satwa dilindungi? 

2. Ruang Lingkup  

Berdasarkan Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana Khusus, 

Khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai Upaya Subdit IV Tipidter 

Ditreskrimsus Dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi. Ruang 

Lingkup Lokasi Penelitian adalah pada Kepolisian Daerah Lampung dan waktu 

penelitian dilaksanakan pada tahun 2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengetahui Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam 

Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengungkapan kasus 

perdagangan gelap satwa dilindungi. 

2. Kegunaan Penelitian  

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu 

pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai Upaya Subdit IV Tipidter 

Ditreskrimsus dalam Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi. Dapat 

mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya nalar dan acuan sesuai 

dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara 

objektif melalui metode ilmiah.  

b. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini digunakan untuk penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum 

pidana khususnya mengenai Upaya Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam 

Mengungkap Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi.  

D. Kerangka Teoritis dan Konsepsual  

1. Kerangka Teoritis  

Kerangka teoritis merupakan dasar konseptual yang digunakan untuk mengarahkan 

penelitian dan analisis dalam berbagai bidang ilmu. Kerangka ini terdiri dari 
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serangkaian konsep, definisi, dan proposisi yang terorganisir secara sistematis 

untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan 

menggunakan kerangka teoritis, peneliti dapat mengidentifikasi hubungan antara 

variabel-variabel yang terlibat, mengarahkan pengumpulan data, dan 

menginterpretasikan hasil penelitian dengan lebih baik. 

a. Teori Penanggulangan Kejahatan 

Upaya refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat upaya kepolisian 

dalam penanggulangan sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, termasuk 

upaya refresif adalah penyelidikan, penuntutan sampai dilakukannya pidana.23 

Menurut G. P. Hoefnagel upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih 

menitik beratkan kepada sifat refresif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) 

sesudah kejahatan terjadi.24 

Menurut Roeslan saleh, tiga alasan mengenai perlunya pidana dalam hukum pidana, 

adapun intinya sebagai berikut :25 

1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang 

hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai 

tujuan itu boleh menggunakan paksaan, persoalan bukan terletak pada hasil 

yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari 

batas-batas kebebasan pribadi masing-masing. 

2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai bentuk 

sekali bagi yang terhukum dan sdisamping itu harus tetap ada suatu reaksi atau 

pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukan itu dan tidaklah dapat 

diberikan begitu saja. 

3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditunjukan kepada 

penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga 

masyarakat yang mentaati norma-norma pada masyarakat. 

Apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan 

keseluruhan politik kriminal atau social defence planning yang ini harus merupakan 

bagian integral dari rencana pembangunan nasional.26 Tujuan akhir dari kebijakan 

kriminal adalah dari perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang 

sering disebut dengan berbagai istilah misalnya kebahagiaan warga masyarakat;  

 

 
23 Susaintio, I.S. 1995. Kriminioliogi. Faikultais Hukum. Univiersitais Dipioniegiorio hlm 118. 
24 Bairdai Naiwaiwi Ariief. 1998. Bierbaigi Aspiek Kiebijaikain Pieniegaikain Piembaingunain Hukum Pidainai. 

Citrai Adityai Baikti. Baindung hlm 29 . 
25 Ibid hlm 147 
26 Susaintio, I.S. 1995. Kriminioliogi. Faikultais Hukum. Univiersitais Dipioniegiorio hlm. 129 
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1. Upaya Penal  

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa “upaya penanggulangan lewat jalur penal ini 

bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.”27 

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat 

represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan 

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah 

dilakukan.  

Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka 

menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. 

Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang menjelaskan bahwa, 

“Kebijakan hukum pidana (penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek) 

merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. 

Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:28 

a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum 

pidana;  

b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi 

masyarakat;  

c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum 

pidana;  

d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur Masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan yang lebih besar”. 

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga penjatuhan pidana 

mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan terhadap delik 

diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (deterrent effect). Di samping itu, 

kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum 

pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan 

“ketidaksukaan masyarakat (social dislike) atau pencelaan/kebencian sosial (social 

disapproval/social abhorrence) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana 

“perlindungan sosial” (social defence). Oleh karena itu sering dikatakan bahwa 

“penal policy” merupakan bagian integral dari “social defence policy”. 

 
27 5Bairdai Naiwaiwi Ariief, Bungai Raimpaii Kiebijaikain Hukum Pidainai, (Siemairaing: Faijair Intipraitaimai, 

2011), hlm. 45. 
28 Lilik Mulyaidi, Bungai Raimpaii Hukum Pidainai: Pierspiektif, Tieioritis, Dain Praiktik, (Baindung: 

Alumni, 2008), hlm. 390. 
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Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan 

masih sangat diperlukan pada saat ini, mengingat bahwa hukum pidana selain 

memiliki sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah agar masyarakat 

yang taat pada hukum tidak ikut melakukan atau akan berpikir dua kali jika ingin 

melakukan kejahatan.  

b. Upaya Non Penal 

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya prefentif, yaitu upaya-upaya yang 

dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan 

upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka 

sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya 

kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah 

atau kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. 

jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha 

kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara 

kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.  

 

Usaha-usaha non penal memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.Dengan 

demikian, dilihat dari politik kriminal secara keseluruhan kegiatan preventif yang 

non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang 

posisi kunci diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi 

strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan 

kejahatan. Menurut Soerjono Soekanto, penanggulangan kejahatan dilakukan 

melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan 

penal bersifat represif, yaitu menindak pelaku kejahatan dengan memberikan sanksi 

pidana setelah kejahatan terjadi. Sedangkan pendekatan non-penal bersifat 

preventif dan pre-emtif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sejak 

awal melalui pembinaan nilai dan norma di masyarakat serta upaya pengurangan 

peluang terjadinya kejahatan. Dengan pendekatan non-penal, kesempatan untuk 

melakukan tindak pidana dipersempit dengan menjaga kondisi sosial agar tetap 

stabil dan kondusif. 
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Soekanto juga menekankan pentingnya sinergi beberapa aspek dalam penegakan 

hukum sebagai strategi utama penanggulangan kejahatan, yaitu perundang-

undangan yang jelas, mentalitas penegak hukum yang baik, fasilitas pendukung 

penegakan hukum yang memadai, kesadaran hukum masyarakat, dan kebudayaan 

yang mendukung kepatuhan pada hukum. Hal ini menunjukkan bahwa 

penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada tindakan hukum represif 

tapi juga pada upaya pembentukan kesadaran hukum yang kuat di masyarakat. 

Soerjono memandang bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang efektif harus 

mencakup tindakan preventif mencegah terjadinya kejahatan pertama kali (the first 

crime) dan tindakan represif yang menindak pelaku setelah kejahatan dilakukan. 

Upaya preventif mempunyai nilai yang lebih tinggi karena menghindari kerugian 

dan konsekuensi yang ditimbulkan kejahatan, sehingga lebih praktis dan ekonomis 

dibandingkan penanganan setelah kejahatan terjadi. Secara ringkas, teori Soerjono 

Soekanto menekankan pada kebutuhan perlakuan ganda dalam penanggulangan 

kejahatan: tindakan preventif yang mengurangi motivasi dan kesempatan untuk 

berbuat kriminal serta tindakan represif yang memastikan pelaku kejahatan 

mendapatkan sanksi yang sesuai. Pendekatan ini sejalan dengan konsep politik 

kriminal (crime policy) yang melihat penanggulangan kejahatan sebagai bagian dari 

kebijakan sosial yang lebih luas untuk melindungi kesejahteraan masyarakat. 

Dengan demikian, strategi penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto 

tidak hanya menuntut penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pembinaan sosial 

dan pendidikan hukum yang berkesinambungan agar nilai-nilai kepatuhan dan 

norma hukum melekat di masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak 

pidana secara berkelanjutan. Kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan 

danmengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam 

suatu sistem kegiatan negara yang teratur.Tujuan utama dari sarana non penal 

adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu.Penggunaan sarana non penal 

adalah merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat 

luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Berdasarkan pemaparan di atas, maka 

dapat diidentifikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

sebagai berikut: 
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1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), 

kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan perlindungan masyarakat 

(social defence) Pernyataan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan 

harus menunjang tujuan (goal), kesejahteraan masyarakat (social welfare), dan 

perlindungan masyarakat (social defence) sangat sejalan dengan prinsip-

prinsip yang dikemukakan oleh para ahli kriminologi, termasuk Soerjono 

Soekanto. Dalam konteks ini, penanggulangan kejahatan tidak hanya bertujuan 

untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk menciptakan kondisi sosial 

yang kondusif dan aman agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan 

terlindungi. 

2) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan 

pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. 

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan yang paling strategis melalui 

sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai 

kelemahan karena bersifat refresif serta harus didukung dengan biaya tinggi.  

3) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan 

“penal policy” atau “Penal Law Enforcement Policy” yang fungsionalisasi/ 

operasionalisasinya melalui beberapa tahap:  

a) Tahap formulasi (kebijakan legislatif).  

b) Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif).  

c) Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif). 

 

 

b. Teori Tentang Faktor Penghambat Penanggulangan Kejahatan 

Faktor-Faktor penghambat penanggulangan kejahatan menurut Soerjono Soekanto 

adalah:29 

1. Faktor Hukum 

Permasalahan lain yang kerap dijumpai dalam peraturan perundang- undangan 

adalah adanya Undang-Undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, 

padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak 

adanya peraturan Pelaksanaan akan mengganggu keserasian antara ketertiban 

dengan ketenteraman. 

2. Faktor Penegak Hukum 

Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat 

lainnya mempunyai kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian 

tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik 

(status conflict dan conflict of roles). Kalau di dalam kenyataannya terjadi suatu 

kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya 

dilakukan atau peranan aktual maka akan terjadi suatu kesenjangan peran. 

3. Faktor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan 

berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup 

tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, 

 
29 Sioierjionio Sioiekaintio, Ibid. Hlm.8 
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peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kepastian dan 

kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber 

daya yang diberikan di dalam program- program pencegahan dan 

pemberantasan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

4. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu masyarakat 

dapat mempengaruhi penegakan hukum. Dari sudut sistem sosial dan budaya, 

Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (plural society) terdapat 

banyak golongan etnik dan kebudayaan- kebudayaan khusus. Masyarakat dapat 

mempengaruhi penegakan hukum. 

5. Faktor Kebudayaan 

Faktor kebudayaan sebenarnya satu dengan masyarakat tetapi dalam 

pembahasan ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari 

kebudayaan spiritual atau non materiel. Kebudayaan (sistem) hukum pada 

dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai 

yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang seharusnya 

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk. 

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menjadi penghambat 

dalam penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan. Pertama adalah faktor 

hukum itu sendiri, yang berkaitan dengan kualitas dan kejelasan peraturan 

perundang-undangan. Apabila norma hukum tidak lengkap, tumpang tindih, atau 

tidak jelas, maka penerapan hukum menjadi sulit dan menimbulkan ketidakpastian 

dalam proses penegakan hukum. Kedua adalah faktor penegak hukum, yang 

mencakup kompetensi, profesionalisme, integritas, dan jumlah aparat yang 

menangani kasus. Kurangnya tenaga ahli dan personel yang berdedikasi secara 

signifikan dapat menghambat proses penyidikan dan penindakan hukum. 

Selanjutnya, faktor sarana atau fasilitas juga sangat menentukan efektivitas 

penegakan hukum. Ketersediaan dan kecukupan sarana serta prasarana seperti 

peralatan penyidikan, laboratorium forensik, dan teknologi informasi menjadi 

penting karena kekurangan fasilitas ini menyebabkan proses hukum menjadi tidak 

efisien dan kurang maksimal. Faktor keempat adalah masyarakat, yang mencakup 

kesadaran hukum, partisipasi, dan sikap sosial masyarakat terhadap hukum. 

Kesadaran yang rendah atau sikap apatis masyarakat dapat mengganggu pelaporan 

dan pengawasan, sehingga memberi ruang bagi pelaku kejahatan untuk beraksi 
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tanpa terdeteksi. Faktor kebudayaan juga turut memengaruhi penegakan hukum, di 

mana nilai-nilai budaya dan tradisi lokal dapat berbeda dengan norma hukum 

nasional. Contohnya, budaya yang mengedepankan penyelesaian masalah secara 

kekeluargaan atau adat dapat menghalangi proses hukum formal karena masyarakat 

cenderung memilih penyelesaian non-formal. Soerjono Soekanto menegaskan 

bahwa kelima faktor ini harus diperhatikan secara bersamaan untuk menciptakan 

penegakan hukum yang efektif dan menjamin keberhasilan penanggulangan 

kejahatan. Hambatan pada satu faktor saja dapat mengganggu keseluruhan proses 

hukum dan melemahkan upaya perlindungan hukum dalam masyarakat. 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang memuat 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti 

yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti. Adapun istilah 

yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu : 

a. Upaya 

Pengertian upaya menurut Wahyu Baskoro sebagaimana dikutip oleh Teguh Aji 

Wicaksono adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud 

melalui akal atau ikhtiar.30 

b. Subdit IV Tipidter  

Subdit IV Tipidter adalah salah satu bagian/sub dari DItreskrimsus yang bertugas 

melakukan penyelidikan dan penyidikan Tipidter yang terjadi di daerah hukum 

Polda.31 

c. Perdagangan Gelap 

Pasar Gelap merupakan definisi dari segala aktivitas ekonomi yang terjadi di luar 

jalur yang disetujui pemerintah. Kegiatan ini pada umumnya banyak menjual 

produk-produk sehari-hari hingga senjata militer sampai perdagangan obat-obatan 

terlarang.32 

 
30 Tieguh Aji Wicaiksionio, Upaiyai Mieminimailisaisikain Kiendailai Piersiaipain Piemuaitain Bienzienie di Atais 

Kaipail Mt. Baiuhiniai, Dipliomai Thiesis ,(Siemairaing: Piolitieknik Ilmu Pielaiyairain Siemairaing, 2018), hlm. 

8. 
31 https://rieskrimsus.kailsiel.piolri.gio.id/subdit-iv 
32 Mairtin, Kievin. Cut aind Run: Thie Blaick Mairkiet in Orgain Traifficking. 2019. Diaiksies mielailui 

https://www.maigiellaintv.ciom/airticlies/cut-aind-run-thie-blaick-mairkiet-in-iorgain-traifficking 
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d. Satwa Yang Dilindungi 

Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat 

kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat.33 

 

E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, 

maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut :  

I. PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, 

permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, 

kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.  

II. TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan 

penyusunan skripsi ini. 

III. METODE PENELITIAN  

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam 

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan 

data serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu 

upaya Subdit IV Tipiter Dirtreskrimsus mengungkap perdagangan gelap satwa 

dilindungi. 

V. PENUTUP  

Pada bagian ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan 

pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian 

dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. 

 

 
33 Wiraitnio,dkk, Bierkaicai diciermin Rietaik : Rieflieksi Kionsiervaisi dain Implikaisi baigi piengieliolaiain 

Taimain Naisiionail, Thie Gibion Fioundaitiion, Jaikairtai,2001,hlm.106 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III tahun 2003 yang dimaksud 

dengan “Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan 

persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya”. Menurut Poerwadarminta  “Upaya 

adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan 

segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih 

berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta 

manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.34 

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan suatu upaya yang dirancang 

secara sistematis dan terpadu untuk mengatasi berbagai bentuk kejahatan dalam 

masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum 

secara represif, seperti penindakan dan pemberantasan kejahatan setelah terjadi, 

tetapi juga mencakup tindakan preventif dan rehabilitatif yang bertujuan mencegah 

terjadinya kejahatan serta memperbaiki kondisi sosial pelaku kejahatan. 

Pendekatan ini dikenal sebagai kebijakan kriminal atau politik kriminal yang 

merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, dengan tujuan utama melindungi 

masyarakat (social defence) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (social 

welfare). 

Kejahatan menurut tata bahasa, merupakan perbuatan dan tindakan jahat seperti 

yang lazim orang ketahui atau dengarkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kejahatan dimaksudkan sebagai suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai dan 

 
34 Dioliong, J. (2016). Tieknik ainailisis dailaim kiompionien piembielaijairain. Inspiraitif Piendidikain, 5(2), 

hlm.29 
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norma yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Kejahatan merupakan gejala sosial 

yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam 

keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, di samping itu juga mengganggu 

ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin 

untuk menanggulangi kejahatan tersebut.35 

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah 

maupun masyarakat. Berbagai program dan kìegiatan tìelah dilakukan sambil tìerus 

mìenìerus mìencari cara paling tìepat dan ìefìektif untuk mìengatasi masalah tìersìebut.36 

Kìebijakan pìenanggulangan kìejahatan dilakukan dìengan mìenggunakan sarana 

”pìenal” (hukum pidana), maka kìebijakan hukum pidanakhususnya pada tahap 

kìebijakan yudikatif harus mìempìerhatikan dan mìengarah pada tìercapainya tujuan 

dari kìebijakan social itu bìerupa social wìelfarìe dan social dìefìencìe. Lain halnya 

mìenurut Baharuddin Lopa yang mìenyatakan bahwa “upaya dalam mìenanggulangi: 

kìejahatan dapat diambil bìebìerapa langkah-langkah tìerpadu, mìeliputi langkah 

pìenindakan (rìeprìesif) di samping langkah pìencìegahan (prìevìentif)”. Langkah-

langkah prìevìentif mìenurut Baharuddin Lopa, itu mìeliputi:37 

a. Pìeningkatan kìesìejahtìeraan rakyat untuk mìengurangi pìengangguran, yang 

dìengan sìendirinya akan mìengurangi kìejahatan. 

b. Mìempìerbaiki sistìem administrasi dan pìengawasan untuk mìencìegah tìerjadinya 

pìenyimpangan-pìenyimpangan. 

c. Pìeningkatan pìenyuluhan hukum untuk mìemìeratakan kìesadaran hukum rakyat. 

d. Mìenambah pìersonil kìepolisian dan pìersonil pìenìegak hukum lainnya untuk lìebih 

mìeningkatkan tindakan rìeprìesif maupun prìevìentif. 

e. Mìeningkatkan kìetangguhan moral sìerta profìesionalismìe bagi para pìelaksana 

pìenìegak hukum. 

Solusi prìevìentif adalah bìerupa cara-cara yang cìendìerung mìencìegah kìejahatan:38. 

Solusi suprìesif adalah cara-cara yang cìendìerung mìenghìentikan kìejahatan sudah 

mulai, Kìejahatan sìedang bìerlangsung tìetapi bìelum sìepìenuhnya sìehingga Kìejahatan 

dapat dicìegah. Solusi yang mìemuaskan tìerdiri dari pìemulihan atau pìembìerian ganti 

 
35 Kaimsidaih, 17 Oktiobier 2023 Tigai Kiejaihaitain digitail yaing pailing siering tierjaidi dain hairus 

kaimuwaispaidaii diaiksies paidai 2 Agustus 2024 pukul 05.47 
36 Bairdai Ariief Naiwaiwi, Maisailaih Pieniegaikain Hukum Dain Kiebijaikain Pieniegaikain Pienainggulaingain 

Kiejaihaitain, Kiencainai, Jaikairtai, 2007, hlm 77. 
37 Baihairuddin Liopai, Kiejaihaitain Kiorupsi dain Pieniegaikain Hukum, Pienierbit Buku Kiompais, 

Jaikairtai,2001 
38 Raimli Atmaisaismitai, Straitiegi Piembinaiain Pielainggair Hukum dailaim Kiontieks Pieniegaikain Hukum di 

Indioniesiai, Alumni, Baindung, 1983, hlm. 66. 
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kìerugian bagi mìerìeka yang mìendìerita akibat kìejahatan. Sìedangkan solusi pidana 

atau hukuman juga bìerguna, sìebab sìetìelah kìejahatan dihìentikan pihak yang 

dirugikan sudah mìendapat ganti rugi, kìejahatan sìerupa masih pìerlu dicìegah ìentah 

dipihak pìelaku yang sama atau pìelaku lainnya. Pìerlu digali, dikìembangkan dan 

dimanfaatkan sìeluruh potìensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya 

untuk mìenanggulangi kìejahatan.39 

Pìenanggulangan kìejahatan yang ìefìektif mìemìerlukan pìendìekatan tìerpadu antara 

jalur pìenal dan non-pìenal. Pìemìerintah, aparat pìenìegak hukum, dan masyarakat 

harus bìersinìergi dalam mìewujudkan kìeamanan sìerta kìetìertiban. Intìegrasi langkah 

prìevìentif, rìeprìesif, dan rìehabilitatif akan mìembantu tìercapainya tujuan utama, yaitu 

pìerlindungan masyarakat sìekaligus pìeningkatan kìesìejahtìeraan sosial sìecara 

mìenyìeluruh.  

1. Upaya Pìenal 

Upaya pìenanggulangan kìejahatan dapat ditìempuh dìengan :  

a. Pìenìerapan hukum pidana (Criminal Law Application).  

b. Pìencìegahan tanpa pidana (Prìevìention Without Punishmìent). 

c. Mìempìengaruhi pandangan masyarakat mìengìenai kìejahatan dan pìemidanaan 

lìewat mìedia massa (Influìencing viìews of sociìety on crimìe and punishmìent).40 

Upaya pìenaggulangan kìejahatan yang dikìemukakan olìeh Barda Nawawi di atas, 

yang mìerupakan upaya pìenaggulangan kìejahatan yang lìebih mìenitikbìeratkan pada 

sifat rìeprìesif adalah pada pìenìerapan hukum pidana (Criminal Law Application). 

Sìedangkan Pìencìegahan tanpa pidana (Prìevìention Without Punishmìent) lìebih 

mìenitikbìeratkan pada upaya pìenanggulangan sìecara prìevìentif.  

2. Upaya Non-Pìenal  

Upaya pìenaggulangan kìejahatan yang lìebih mìenitikbìeratkan pada sifat prìevìentif 

(pìencìegahan/pìenangkalan/pìengìendalian) sìebìelum kìejahatan tìerjadi. Upaya 

pìenanggulangan lìebih bìersifat pìencìegahan tìerhadap tìerjadinya kìejahatan, sasaran 

 
39 Ibid, hlm. 62 
40 Arif Bairdai Naiwaiwi. 1996. Kiebijaikain Liegislaitif Dailaim Pienainggulaingain Kiejaihaitain Diengain 

Pidainai Pienjairai. Undip Siemairaing. hlm. 48. 
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utamanya adalah mìengìenai faktor-faktor kondusif mìengìenai tìerjadinya kìejahatan. 

Faktor-faktor itu antara lain adalah bìerpusat pada masalah atau kondisi-kondisi 

sosial sìecara langsung maupun tidak langsung yang dapat mìenimbulkan kìejahatan. 

Dìengan dìemikian, dilihat dari sudut pandang kriminil makro dal global, maka 

upaya prìevìentif mìenduduku posisi kunci dan stratìegis dari sìeluruh upaya politik 

kriminil. Upaya Prìevìentif ini adalah untuk mìempìerbaiki kondisi-kondisi sosial 

tìertìentu. Dìengan dìemikian dilihat dari sudut kriminal, sìeluruh kìegiatan prìevìentif 

mìelalui upaya itu mìempunyai kìedudukan stratìegis, mìemìegang posisi kunci yang 

harus diintìensifikasikan dan diìefìektifkan.41 

Upaya non-pìenal dalam pìenanggulangan kìejahatan, khususnya pìerdagangan satwa 

dilindungi, adalah langkah prìevìentif yang bìertujuan mìencìegah tìerjadinya kìejahatan 

sìebìelum tìerjadi. Upaya ini difokuskan pada pìendidikan, pìenyuluhan, pìeningkatan 

kìesadaran hukum masyarakat, dan pìerbaikan kondisi sosial ìekonomi yang mìenjadi 

akar pìenyìebab kìegiatan ilìegal. Dalam kontìeks pìerdagangan satwa dilindungi, upaya 

non-pìenal juga mìencakup pìenìegakan rìegulasi lingkungan, pìengawasan 

administratif, sìerta pìembìentukan kìemitraan antara pìemìerintah, aparat pìenìegak 

hukum, lìembaga konsìervasi, dan komunitas lokal untuk mìenciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi pìelìestarian satwa.42 

Kìepolisian bìerpìeran dalam mìenggandìeng bìerbagai pihak untuk mìelakukan patroli 

bìersama dan pìengawasan di daìerah-daìerah rawan pìerburuan dan pìerdagangan ilìegal 

satwa. Kìerja sama lintas sìektor sìepìerti dìengan Balai Bìesar Konsìervasi Sumbìer 

Daya Alam (BBKSDA), Lìembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas 

lokal dipìerkuat untuk mìeningkatkan kontrol dan pìencìegahan. Pìencìegahan yang 

dilakukan aparat kìepolisian juga tìermasuk pìengìembangan sistìem informasi dan 

pìengawasan digital untuk mìemantau aktivitas pìerdagangan satwa liar sìecara onlinìe, 

yang kini mìenjadi salah satu modus utama.43 

 
41 Jainuri, J., Mielaiti, D. P., & Muhaidi, M. (2022). Upaiyai kiepiolisiain dailaim pienainggulaingain kiejaihaitain 

cybier tieriorgainisir. Audi Et AP: Jurnail Pienielitiain Hukum, 1(02), 94-100. 
42 Caintikai, C., Maiyai Shaifirai, S. H., Aisyaih Mudai Ciemierlaing, S. H., Ekio Raihairjio, S. H., Ginting, 

M. S., & SH, M. (2025). Upaiyai Pienainggulaingain Kiejaihaitain Pierniaigaiain Saitwai yaing Dilindungi di 

Priovinsi Laimpung. Jurnail Mitrai Piengiembaingain Hukum, 1(1), 28-36. 
43 Sielpais, D. A., Erdiaintio, E., & Edioritai, W. (2015). Pieniegaikain Hukum tierhaidaip Pielaiku 

Pierdaigaingain Saitwai Jienis Mailu-mailu yaing Dilindungi Bierdaisairkain Undaing-Undaing Niomior 5 
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B. Tinjauan Umum  Subdit IV Tipidtìer Polda Lampung 

Subdit IV Tipidtìer (Tindak Pidana Tìertìentu) di bawah Dirìektìorat Rìesìersìe Kriminal 

Khusus (Ditrìeskrimsus) Pìolda Lampung mìemiliki pìeran stratìegis dalam mìenangani 

kìejahatan yang bìerkaitan dìengan tindak pidana tìertìentu di wilayah hukum Pìolda 

Lampung. Subdit ini khusus dibìentuk untuk fìokus pada pìenìegakan hukum 

tìerhadap pìelanggaran di sìektìor sìepìerti pìertambangan tanpa izin, pìerusakan 

lingkungan, dan pìelanggaran lainnya yang bìerdampak pada sumbìer daya alam dan 

lingkungan hidup di Lampung.44 

Subdit IV Tindak Pidana Tìertìentu (Tipidtìer) Pìolda Lampung mìemiliki pìeran sìentral 

dalam mìengungkap dan mìenangani bìerbagai tindak pidana khusus di wilayah 

hukum Pìolda Lampung, tìermasuk pìerdagangan gìelap satwa dilindungi. Sìebagai 

bagian dari Dirìektìorat Rìesìersìe Kriminal Khusus (Ditrìeskrimsus), Subdit IV 

Tipidtìer bìertugas mìelakukan pìenyìelidikan dan pìenyidikan sìecara mìenyìeluruh 

tìerhadap kasus-kasus yang bìerkaitan dìengan kìejahatan di bidang kìehutanan, 

lingkungan hidup, dan satwa liar, yang tìermasuk dalam tindak pidana 

tìertìentu (tipidtìer).  

Subdit IV Tipidtìer adalah salah satu bagian/sub dari DItrìeskrimsus yang bìertugas 

mìelakukan pìenyìelidikan dan pìenyidikan Tipidtìer yang tìerjadi di daìerah hukum 

Pìolda. Dalam mìelaksanakan tugasnya, Subdit IV Tipidt ìer dibantu ìolìeh sìejumlah 

unit yang bìertugas mìembantu pìelaksanaan tugas dan fungsinya.45 Unit tìersìebut 

antara lain : 

1. Unit I/Kìehutanan dan Pìertanian Unit ini bìertugas mìelakukan pìenyìelidikan dan 

pìenyidikan tìerhadap kasus kìejahatan yang bìerkaitan dìengan kìehutanan dan 

pìertanian.  

2. Unit II/Pìertambangan Unit ini bìertugas mìelakukan pìenyìelidikan dan 

pìenyidikan tìerhadap kasus kìejahatan yang bìerkaitan dìengan BBM Ilìegal, 

Pìertambangan Ilìegal, Pìemanfaatan air bawah tanah sìecara Ilìegal, pìencurian 

listrik.  

3. Unit III/Lingkungan Hidup Unit ini bìertugas mìelakukan pìenyìelidikan dan 

pìenyidikan tìerhadap kasus kìejahatan yang bìerkaitan dìengan kìesìehatan, 

 

Taihun 1990 Tientaing Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim Haiyaiti dain Ekiosistiemnyai di Wilaiyaih Hukum 

Kiepiolisiain Riesior Kiotai Piekainbairu (Dioctiorail dissiertaitiion, Riaiu Univiersity). 
44 Faiilin, F., & Yusierlinai, A. (2023). Pierainain Unit Tipidtier (Tindaik Pidainai Tiertientu) Dailaim 

Mienciegaih Tierjaidinyai Tindaik Pidainai Piertaimbaingain Tainpai Izin Di Wilaiyaih Hukum Pioldai Sumaitierai 

Bairait. Ensikliopiediai iof Jiournail, 5(4), 275-286. 
45 Kaisubdit IV / Tipidtier | Ditrieskrimsus Pioldai Laimpung diaiksies paidai 29 Jainuairi 2025 

https://ditreskrimsusjogja.id/profil/struktur-organisasi/kasubdit-iii-tipidter/
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pìelanggaran dibidang kìonsìervasi sumbìer daya alam, pìelanggaran dibidang 

cagar budaya.  

4. Unit IV/tìenaga Kìerja Unit ini bìertugas mìelakukan pìenyìelidikan dan pìenyidikan 

tìerhadap kasus kìejahatan yang bìerkaitan dìengan jamsìostìek, sìerikat pìekìerja, 

kìetìenagakìerjaan, pìerlindungan TKI, dan kìeimigrasian. 

Subdit bìertugas mìelakukan pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak pidana khusus yang 

tìerjadi di daìerah hukum Pìolda. Dalam mìelaksanakan tugas Subdit 

mìenyìelìenggarakan fungsi:46 

a. pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak pidana khusus yang tìerjadi di daìerah hukum 

Pìolda; 

b. pìembìerkasan dan pìenyìelìesaian bìerkas pìerkara sìesuai dìengan kìetìentuan 

administrasi pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak pidana khusus; dan 

c. pìenìerapan manajìemìen pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak pidana khusus. 

 

Tugas utama Subdit IV Tipidtìer mìeliputi pìenyìelidikan dan pìenyidikan tìerhadap 

bìerbagai tindak pidana khusus. Subdit ini tidak hanya b ìertanggung jawab dalam 

mìengumpulkan bukti dan mìelakukan invìestigasi, tìetapi juga dalam mìenyusun dan 

mìenyìelìesaikan administrasi pìerkara tìerkait pìenyìelidikan dan pìenyidikan tìersìebut. 

Manajìemìen pìenyìelidikan dan pìenyidikan pun diatur dìengan baik untuk mìemastikan 

prìosìes hukum bìerjalan sìecara ìefìektif dan ìefisiìen.47  

Sumbìer daya alam dapat dikìelìola sìecara bìerkìelanjutan dan sìesuai pìeraturan 

pìerundang-undangan. Subdit IV Tipidtìer juga bìekìerja sìecara sinìergis dìengan 

bìerbagai instansi tìerkait. Misalnya, kìoìordinasi dìengan Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kìelautan dan Pìerikanan, dan ìorganisasi lingkungan untuk mìempìerkuat upaya 

pìengawasan dan pìenindakan. Kìerjasama ini mìeningkatkan ìefìektivitas pìengìelìolaan 

aspìek hukum dalam pìerlindungan lingkungan dan sumbìer daya alam.48 Tugas 

utama Subdit IV Tipidtìer mìeliputi aktivitas pìenyìelidikan dan pìenyidikan tindak 

pidana tìertìentu yang tìerjadi di wilayah hukum Pìolda Lampung, tìermasuk kasus 

 
46 Umair, W. (2025). Iliegail Mining Dailaim Pierspiektif Pieniegaikain Hukum Di Kiepiolisiain Daiieraih 

Sulaiwiesi Tienggairai. Jurnail Al-Ahkaim: Jurnail Hukum Pidainai Islaim, 7(1), 89-99. 
47 Faidilaih, S., Wairuwu, D. S. S., Ta irihiorain, D. M., Siaihaiain, P. G., & Baitu, D. P. L. (2023). 

Piertainggungjaiwaibain Pidainai Tierhaidaip Pielaiku Pierdaigaingain Saitwai Yaing Dilindungi (Studi Kaisus 

Putusain Niomior 1617/PID B/LH/2023/PN. MDN). Inniovaitivie: Jiournail Of Siociail Sciiencie 

Riesieairch, 3(5), 4118-4129. 
48 Risnaitai, M. F. (2024). Sainksi tindaik pidainai pierdaigaingain saitwai yaing dilindungi dailaim putusain 

militier nio. 68-K/PM-I-01/AD/IX/2020 priespiektif hukum pidainai islaim (Dioctiorail dissiertaitiion, UIN 

Sunain Gunung Djaiti Baindung). 
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pìerdagangan ilìegal satwa dilindungi. Mìerìeka bìertanggung jawab untuk 

mìengumpulkan bukti, mìenangkap pìelaku, sìerta mìengìelìola prìosìes bìerkas pìerkara 

hingga siap disìerahkan kìe pìengadilan. Sìelain itu, Subdit IV juga mìenìerapkan 

manajìemìen anggaran dan pìengìelìolaan sumbìer daya pìenyìelidikan yang ìefisiìen 

untuk mìendukung kìelancaran tugasnya. 49 Pìengungkapan kasus pìerdagangan gìelap 

satwa dilindungi, Subdit IV Tipidtìer aktif mìelakukan ìopìerasi gabungan dan patrìoli 

di wilayah yang rawan mìenjadi lìokasi transaksi ilìegal atau pìerburuan satwa liar. 

Sìelain pìenindakan fisik, mìerìeka juga mìengìembangkan unsur pìencìegahan dan 

dìetìeksi mìelalui pìemanfaatan tìeknìolìogi infìormasi dan sistìem pìengawasan digital, 

khususnya untuk mìengawasi transaksi satwa liar sìecara daring yang makin marak. 

Pìendìekatan ini mìempìercìepat prìosìes pìenindakan dan mìeningkatkan ìefìektivitas 

pìengawasan di lapangan. 50 

Pìembagian ini mìemungkinkan spìesialisasi tim dalam mìenangani bìerbagai jìenis 

tindak pidana tìertìentu sìesuai bidangnya. Kasubdit IV Tipidtìer di Pìolda Lampung 

mìemimpin dan mìengkìoìordinasikan sìeluruh aktivitas pìenyìelidikan dan pìenyidikan 

dalam subdirìektìorat. Jabatan ini sangat stratìegis, karìena mìemastikan bahwa sìetiap 

kasus yang ditangani mìendapatkan pìerhatian khusus dan prìosìedur hukum 

dijalankan dìengan tìepat dìemi tìercapainya tujuan pìenìegakan hukum.51 Cìontìoh kasus 

yang pìernah ditangani ìolìeh Subdit IV Tipidtìer Pìolda Lampung tìermasuk 

pìengìerusakan ìekìosistìem mangrìovìe, pìenambangan ilìegal di kawasan tìertìentu sìepìerti 

Bukit Campang Raya, dan pìelanggaran lain dalam sìektìor kìehutanan dan lingkungan 

hidup. Pìenanganan kasus ini sìering mìelibatkan kìonfìerìensi pìers dan kìerja sama 

dìengan masyarakat sìerta kìelìompìok lingkungan untuk transparansi dan pìeningkatan 

kìesadaran publik.52 

 
49 Praitaimai, A. B., & Faihmi Faiiruzzaimain, M. H. (2024). Tinjaiuain Yuridis Tindaik Pidainai 

Pierdaigaingain Saitwai Liair Dilindungi Di Indioniesiai: Studi Kaisus Putusain Niomior 185/Pid. 

B/LH/2020/PN Biontaing (Dioctiorail dissiertaitiion, Univiersitais Muhaimmaidiyaih Suraikairtai). 
50 Wiraiwain, K. A. (2020). Piemidainaiain Tierhaidaip Pielaiku Tindaik Pidainai Pienaingkaipain Dain 

Piembunuhain Saitwai Yaing Dilindungi (Anailisai Putusain Niomior 799/Pid. Sus/LH/2019/PN 

Dps). VYAVAHARA DUTA, 15(1), 30-42. 
51 Fiezuionio, M. D., & Akhyair, A. (2022). Anailisis Piertimbaingain Haikim Mienjaituhkain Sainksi 

Tierhaidaip Pielaiku Tindaik Pidainai Kionsiervaisi Haiyaiti Dain Ekiosistiem Mienyimpain Dain Miemiliki Kulit 

Saitwai Untuk Mielindungi Saitwai Lindung Di Indioniesiai. Jurnail Mietai Hukum, 1(3), 118-131. 
52 Wainsri, E. (2024). P ienieraipain Unsur Tindaik Pidainai Pierdaigaingain Saitwai Liair Yaing Dilindungi 

Paidai Taihaip Pienyidikain di Saitrieskrim Piolries Sioliok Kiotai. Ekaisaikti Liegail Sciiencie Jiournail, 1(3), 225-

233. 
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C. Pìerdangangan Gìelap Satwa 

Asia mìerupakan pusat pìerdagangan bìerbagai satwa liar yang dilindungi s ìecara 

glìobal dan sumbìer, titik transit, sìerta pasar untuk mìenjual satwa langka. Mìenurut 

Badan Pìenìegakan Hukum Intìernasiìonal, kìejahatan ini mìenduduki pìeringkat 

kìeìempat dalam pìeringkat kìejahatan tìerìorganisir transnasiìonal. Diikuti ìolìeh 

pìerdagangan narkìotika, pìerdagangan manusia, dan pìerdagangan sìenjata. 

Kìemìentìerian Lingkungan Hidup dan Kìehutanan dalam buku “Pìotrìet Pìerdagangan 

Satwa Liar di Indìonìesia (2016)” yang ditulis ìolìeh Ariìef Santìosa mìenyatakan bahwa 

pìerìedaran uang untuk pìerdagangan ilìegal satwa liar di pasar gìelap dipìerkirakan 

mìencapai nilai 7,8 hingga 19 miliar dìollar Amìerika pìer tahun. Pìemìerintah Indìonìesia 

mìelalui Dirìektìorat Jìendìeral Pìerlindungan Hutan dan Kìonsìervasi Alam mìenyatakan 

nilai kìerugian nìegara akibat kìejahatan ini mìencapai lìebih dari sìembilan triliun pìer 

tahun. Bisnis bìernilai jutaan dìolar ini mìengancam hidup satwa sìepìerti harimau, 

gajah, badak, dan satwa lain yang mìemiliki fungsi pìenting bagi ìekìosistìem.53 Masih 

tìerdapat kìepìercayaan bahwa bagian tubuh hìewan liar dipìercaya sìebagai ìobat 

tradisiìonal untuk mìenyìembuhkan bìerbagai pìenyakit, mìeski bìelum tìerbukti sìecara 

ilmiah.54 

Pìerdagangan gìelap satwa liar di Prìovinsi Lampung mìerupakan masalah sìerius yang 

tìerus mìeningkat, dìengan pìenyitaan lìebih dari 32.909 individu satwa sìepanjang 

tahun 2024, mìenjadikan Lampung sìebagai prìovinsi dìengan jumlah pìenyitaan 

tìertinggi di Indìonìesia. Mayìoritas satwa yang dipìerdagangkan sìecara ilìegal adalah 

burung kicau yang diambil dari alam tanpa sìertifikat kìesìehatan dan pìengawasan 

rìesmi, yang tidak hanya mìengancam kìelìestarian satwa tìetapi juga bìerpìotìensi 

mìenimbulkan risikìo kìesìehatan zìoìonìosis bagi manusia. Pìolda Lampung bìersama 

instansi tìerkait intìensif mìelakukan pìengawasan dan pìenindakan tìerutama di jalur 

utama pìenyìelundupan sìepìerti Pìelabuhan Bakauhìeni. Jika dulu pìerdagangan ilìegal 

satwa dilindungi dilakukan sìecara tìerbuka di pasar tradisiìonal, kini transaksi ilìegal 

 
53 HidAyait, H., Haibai, J., & Siburiain, R. (2011). Piolitik iekioliogi: piengieliolaiain taimain naisiionail ierai 

iotdai. Yaiyaisain Pustaikai Obior Indioniesiai. hlm 21 
54 Pieraingin-aingin, R. B. B., Naibaibain, R., Wulaindairi, A., & Sihailiohio, A. (2023). Pieniegaikain Hukum 

Tierhaidaip Kiejaihaitain Atais Saitwai Liair Yaing Dilindungi Di Taimain Naisiionail Gunung Lieusier:(Laiw 

Enfiorciemient Agaiinst Crimie On Priotiectied Wild Animails In Gunung Lieusier Naitiionail Pairk). Jurnail 

Hukum Justicie, 11-19. 
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lìebih banyak dilakukan mìelalui jìejaring mìedia sìosial. Cara ini dipilih karìena jauh 

lìebih ìekìonìomis dan mìemiliki rìesikìo yang lìebih rìendah. Kìejahatan ini dapat 

dikatìegìorikan sìebagai kìejahatan lìow risk-high valuìe, yang artinya kurang bìerisikìo 

bagi pìelakunya tìetapi tìetap bisa sangat mìenguntungkan. Kìemudahan mìengunggah 

dan mìengaksìes situs daring sìerta mìemalsukan idìentitas pìedagang mìembuat 

pìerdagangan satwa di situs daring sulit dihìentikan. 55 

Bisnis pìerdagangan ilìegal satwa liar sìemakin mìeningkat karìena kìomunitas yang 

hìobi mìemìelihara hìewan sìemakin bìerkìembang, sìehingga sìemakin mìemudahkan 

transaksi ilìegal satwa langka di dalam kìomunitas ini. Dilansir mìongabay.cìo.id, data 

WWF-Indìonìesia tahun 2015 mìencatat, sìelama 10 tahun tìerakhir di Sumatìera, 

sìetidaknya tìerdapat dìelapan tìon gading gajah, 100 ìekìor ìorangutan, 2.000 lìemur, 

2.000 trìenggiling56, dan satu juta tìelur pìenyu diburu dan dipìerdagangkan sìecara 

ilìegal. Sìepanjang tahun 2017 sìendiri, tìelah tìeridìentifikasi 2.500 iklan di Facìebìoìok, 

2.207 iklan di Instagram, dan 195 iklan di pasar ìelìektrìonik yang mìenjual satwa liar, 

baik yang masih hidup maupun bagian tubuhnya.  P ìerdagangan ilìegal satwa liar 

yang dilindungi diibaratkan sìepìerti fìenìomìena gunung ìes. 

Pihak yang tìerlibat dalam jaringan pìerdagangan satwa liar ilìegal, mulai dari 

pìemburu, pìengìepul, distributìor, manufaktur (untuk prìoduk dari bagian tubuh 

satwa). TRAFFIC mìenyìebutkan bahwa masih banyak dari kita sìecara sadar atau 

tidak tìerlibat dalam kìejahatan pìerdagangan ilìegal satwa liar dìengan bìerbagai cara. 

Baik sìekìedar mìembantu prìosìes pìerdagangan, mìenjadi kìonsumìen, dan tidak 

mìelakukan apa pun untuk mìenìemukan praktik kìejahatan ini. Untuk itu pìerlu 

disadari bahwa pìerdagangan ilìegal satwa liar ini mìerupakan tindak pidana dan harus 

sìegìera dihìentikan.57 Pìerdagangan gìelap satwa dilindungi mìerupakan jaringan 

kìejahatan yang tìersusun sìecara sistìematis dan sangat tìerìorganisir, mulai dari 

pìemburu, pìengumpul, pìengangkut, hingga pìedagang dan pìembìeli akhir. Prìosìes ini 

 
55 Jainuairfitrai, R. D., Maisyhaidi, A. R., Oktai, D. D., & Raimaidhain, S. Y. (2021). Kierjaisaimai Wiorld 

Widie Fund fior Naiturie (WWF) dain Piemierintaih Indioniesiai tierhaidaip Pierdaigaingain Saitwai 

Iliegail. Jiournail iof Dipliomaicy aind Intiernaitiionail Studiies, 4(01), 1-10. 
56 Laipiorain Living Plainiet 2024: Piopulaisi Saitwai Liair Bierkuraing Dailaim 50 Taihun Tieraikhir diaiksies 

paidai 29 Jainuairi 2025 
57 Yusiefain, B. A. (2020). TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PEMELIHARAAN SATWA 

YANG DILINDUNGI (Dioctiorail dissiertaitiion, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA). 

hlm. 56 

https://www.mongabay.co.id/2024/10/17/laporan-living-planet-2024-populasi-satwa-liar-berkurang-dalam-50-tahun-terakhir/
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umumnya dimulai dìengan pìemburu atau pìenangkap liar yang bìerìopìerasi di habitat 

alami satwa, sìepìerti hutan atau kawasan kìonsìervasi, dìengan tujuan mìendapatkan 

satwa langka yang mìemiliki nilai ìekìonìomi tinggi di pasar ilìegal. Pìemburu biasanya 

bìekìerja dìengan jaringan lìokal untuk mìenghindari pìengawasan dan mìenggunakan 

bìerbagai mìodus, tìermasuk pìerangkap atau sìenjata tradisiìonal, agar tidak mudah 

tìerdìetìeksi ìolìeh aparat kìeamanan. 

Sìetìelah satwa ditangkap, pìengumpul atau pìerantara mìengambil pìeran 

mìengumpulkan dan mìenyimpan satwa tìersìebut sìemìentara mìenunggu 

pìengangkutan. Pìengumpul ini biasanya bìerada di titik-titik transit dan mìempunyai 

kìonìeksi dìengan bìerbagai jalur distribusi, baik darat maupun laut. M ìerìeka juga 

bìerpìeran pìenting dalam mìenyamarkan asal-usul satwa agar sulit ditìelusuri. 

Sìelanjutnya, pìengangkut bìertugas mìembawa satwa dari daìerah pìerburuan kìe pusat-

pusat pìerdagangan sìecara tìersìembunyi, mìenggunakan mìetìodìe yang bìeragam mulai 

dari kìendaraan umum, truk, hingga pìengiriman mìelalui jalur kargìo atau kapal laut, 

bahkan mìemanfaatkan sarana digital untuk pìengawasan dan pìengaturan lìogistik.58 

Pìedagang atau pìenjual rìesmi maupun ilìegal mìengambil pìeran mìenjual satwa 

dilindungi tìersìebut, baik mìelalui pasar fisik sìepìerti pasar hìewan dan tìokìo-tìokìo 

ìeksìotik, maupun mìelalui platfìorm ìonlinìe yang kini banyak digunakan sìebagai pasar 

bìebas pìerdagangan satwa liar. Mìodus pìerdagangan daring mìeningkat pìesat, 

mìemanfaatkan kìemudahan aksìes dan anìonimitas sìerta cìelah rìegulasi yang bìelum 

sìepìenuhnya mìengawasi transaksi digital.  Pìermintaan pasar yang tinggi mìendìorìong 

kìebìerlanjutan aktivitas ini, sìehingga ìedukasi dan pìeningkatan kìesadaran 

masyarakat mìenjadi priìoritas untuk mìengurangi minat dan pìermintaan tìerhadap 

satwa dilindungi. Para pìelaku sìering mìenggunakan dìokumìen palsu dan jalur tidak 

rìesmi untuk mìenyamarkan pìergìerakan barang sìerta mìenggunakan jaringan sindikat 

kriminal yang kuat.59 

 
58 Aristidies, Y., Purniomio, A., & Saimiektio, F. A. (2016). Pierlindungain saitwai laingkai di Indioniesiai 

dairi pierspiektif cionvientiion ion intiernaitiionail traidie in iendaingieried spieciies iof fliorai aind faiunai 

(cities). Dipioniegiorio Laiw Jiournail, 5(4), 1-17. 
59 Lubis, M. I. (2017). Impliemientaitiion iof thie Cionvientiion ion Intiernaitiionail Traidie in Endaingieried 

Spieciies iof Wild Faiunai aind Fliorai (CITES) aind Laiw Nio, 5 iof 1990 ion thie Cionsiervaitiion iof Biioliogicail 

Naiturail Riesiourcies aind Its Eciosystiems in Laiw Enfiorciemient Effiorts aind Guairaintieies iof 

Envirionmientail Rights in Gunning Lieusier Naitiionail Pairk, Indioniesiai. JILS, 2, 55. 
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Aparat sìepìerti kìepìolisian, Balai Bìesar Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam (BBKSDA), 

dan lìembaga tìerkait lainnya mìelaksanakan pìengawasan, patrìoli, dan ìopìerasi 

pìenindakan di lapangan. Mìerìeka juga tìerus mìengìembangkan tìeknìolìogi pìengawasan 

digital untuk mìemantau pìerdagangan daring dan mìematahkan jaringan dìengan 

mìenindak sìecara hukum para pìelaku di bìerbagai tingkat rantai.  

Rìegulasi dan pìerjanjian intìernasiìonal sìepìerti CITES (Cìonvìentiìon ìon Intìernatiìonal 

Tradìe in Endangìerìed Spìeciìes ìof Wild Fauna and Flìora) yang mìengatur dan 

mìembatasi pìerdagangan satwa liar sìecara lìegal. Pìemìerintah Indìonìesia juga 

mìenìetapkan aturan khusus dan sistìem pìerizinan ìekspìor sìebagai upaya 

mìengìendalikan dan mìeminimalkan pìerdagangan ilìegal. Namun, implìemìentasi dan 

pìengawasan di lapangan masih mìenghadapi tantangan bìesar akibat kìomplìeksitas 

mìodus dan jaringan. Sìecara garis bìesar, pìerdagangan gìelap satwa dilindungi 

mìemiliki rantai pasìokan yang mìelibatkan pìemburu di hulu, pìengumpul, 

pìengangkut, pìedagang, hingga pìembìeli akhir dìengan mìodus ìopìerandi yang 

bìeragam dan tìerus bìerkìembang, khususnya dalam pìemanfaatan tìeknìolìogi digital. 60 

Sìelain mìenangkap satwa, pìemburu juga bìerpìeran dalam mìenjaga kìelangsungan 

aliran satwa kìepada pìengumpul atau makìelar yang mìenghubungkan mìerìeka dìengan 

pasar gìelap. Sìeringkali mìerìeka mìemiliki jaringan lìokal yang mìendukung 

aktivitasnya agar tìetap aman dari pìengawasan aparat pìenìegak hukum. Mìeski 

dìemikian, pìemburu juga mìenjadi sasaran utama ìopìerasi pìenìegakan hukum karìena 

mìerìeka yang bìerada paling mudah dikìenali di lapangan.61 

 

 

 

 
60 Widjaijai, M. H. (2020). Pienieraipain Cionvientiion On Intiernaitiionail Traidie In Endaingieried Spieciies 

(CITES) Tierhaidaip Pierlindungain Saitwai Laingkai Yaing Dipierdaigaingkain Di Indioniesiai (Dioctiorail 

dissiertaitiion, Unikai Sioiegijaiprainaitai Siemairaing). 
61 Saini, M. P. (2021). Tinjaiuain Yuridis Pienainggulaingain Pierdaigaingain Intiernaisiionail Siecairai Iliegail 

Hiewain Tieraincaim Punaih (dailaim Studi Kaisus Pierdaigaingain Trienggiling dairi Indioniesiai–

Chinai) (Dioctiorail dissiertaitiion, Univiersitais Sumaitierai Utairai). 
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D. Tinjauan Satwa yang dilindungi 

Satwa adalah suatau makhluk hidup yaitu h ìewan yang mìemiliki bìebìerapa macam 

jìenisnya yang hidup di darat, air, maupun udara. Satwa lìebih dan sìering disìebut 

sìebagai hìewan atau binatang, sìepìerti kucing, sapi, ayam, ikan, anjing, burung, 

kambing, kìerbau,sìerangga, badak, harimau, lutung, mìonyìet, buaya, biawak, kadal, 

dan masih banyak lagi.62 

Hìewan dalam pìopulasinya ada hìewan yang mulai punah dan ada pula yang mulai 

langka, cìontìohnya sìepìerti burung garuda, harimau ,singa , macan, badak, p ìesut, 

lumba-lumba, dan masih bayak lagi. Satwa masuk dan t ìergìolìong sìebagai sumbìer 

daya alam sìepìerti tumbuhan karìena satwa mìeìerupakan suatu hìewan hidup sama 

sìepìerti tumbuhan yang juga dapat di manfaatkan ìolìeh manusia sìepìerti tumbuhan 

yang bìerpìengaruh ìolìeh siklus kìehidupan alam. Cìontìohnya prìosìes pìenyìerbukan 

tumbuhan yang dibantu ìolìeh hìewan sìepìerti pìenyìerbukan bunya yang dibantu ìolìeh 

lìebah atau burung yang ingin mìengambil madu dari bunga tìersìebut, cìontìoh lainnya 

ialah pìenghancuran sisa-sisa makanan atau sampah-sampah ìorganik sìecara 

mikrìoìorganismìe di dalam tanah.63 

Ada bìebìerapa jìenis satwa yang familiar yang sudah banyak ìorang kìenal dan kìetahui 

dapat hidup bìerdampingan bìersama manusia, sìepìerti anjing, kucing, burung. Satwa-

satwa ini sìering dipìelihara ìolìeh manusia karìena jarang mìenyakiti dan bìersahabat 

dìengan manusia sìehingga banyak dipìelihara ìolìeh manusia. Namun ada pula jìenis 

satwa yang tidak biasa hidup dìengan manusia atau bìerdampingan tidak biasa 

dipìelihara ìolìeh manusia tìelah hidup tumbuh di alam liar jarang bìersìentuhan 

langsung dìengan manusia yang disìebut satwa liar dan dapat mìembahayakan 

manusia cìontìohnya, macan, badak, mìonyìet, hiu, dan lainnya. Mìerìeka masih 

mìempunyai sifat yang liar dan dapat mìembahayakan manusia jika mìerìeka sìedang 

dalam kìeadaan tìerancam.64 

 
62 Rioziaity, E., Kusumaidaini, A. I., & Aryaini, I. (2017). Biioliogi Lingkungain. Muhaimmaidiyaih 

Univiersity Priess. hlm. 5 
63 Susiliowaiti, T. (2016). Inti Sairi Supierpintair RPAL: Raingkumain Piengietaihuain Alaim Liengkaip. 

Bientaing B first, hlm. 41 
64 Nisai, R. (2024). Pierlindungain Hukum Saitwai Liair Dilindungi Di Acieh Dairi Pierburuain Dain 

Pierdaigaingain Iliegail (Pienielitiain Di Bailaii Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim Acieh). Pierlindungain 
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Walaupun hìewan mìerupakan bagian dari sumbìer daya alam dan tìermasuk dari 

kìekayaan alam bìolìeh dikìonsumsi atau bìolìeh di manfaatkan namun hìewan harus 

tìetap dilìestarikan dijaga kìelìetariannya.65 Banyak ìoknum yang sìerakah ingin 

mìencari kuntungan kìekayaan dìengan mìenjual, mìemburu yang sangat banyak 

bìerdampak nìegatif pada masyarakat dan dunia sìecara tidak bìertanggung jawab 

sìehingga mìengalami kìepunahan pìopulasinya tìerancam dan mìenjadi satwa langka 

yang pìopulasinya pìerlu dilindungi cìontìohnya sìepìerti harimau sumatra, pìesut 

mahakam, burung cìendìerawasih. Satwa-satwa tìersìebut mìerupakan salah satu dari 

kìekayaan alam yang dimiliki ìolìeh nìegara Indìonìesia maka sìebab itu nìegara harus 

sangat mìenjaga dìengan baik dìengan di atur mìelalui Undang-Undang agar tìetap 

lìestari tidak dapat tìerjual bìelikan sìecara ilìegal. Kìekayaan alam tìersìebut adalah asìet 

nìegara yang tak tìernilai harganya, karìena kìekayaan alam adalah asìet maka pìerlu 

adanya pìengaturan dan pìerlindungan tìerhadap bìerbagai jìenis hìewan dan tumbuh-

tumbuhan tìersìebut.66 

Indìonìesia mìelalui pìembìentukan Undang-Undang tìentang sumbìer daya alam hayati 

dìengan diundangkannya Undang-Undang Nìomìor 5 Tahun 1990 Tìentang 

Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam Hayati dan Ekìosistìemnya (yang sìelanjutnya akan 

disìebut dìengan UU KSDA). Pìeraturan pìerundang-undangan yang ada diharapkan 

mampuh untuk mìelindungi ìekìosistìem dan sumbìer daya alam hayati yang ada di 

Indìonìesia. Pìemìerintah juga mìembutuhkan waktu sìelama 9 tahun untuk 

mìengìesahkan pìeraturan pìelaksana dari UU KSDA dalam pìengaturan satwa liar 

yang dilindungi. Pìeraturan pìelaksana atas UU KSDA, antara lain :  

a. Pìeraturan Pìemìerintah Nìomìor 7 Tahun 1999 Tìentang Pìengawìetan jìenis 

Tumbuhan dan Satwa.  

b. Pìeraturan Pìemìerintah Nìomìor 8 Tahun 1999 Tìentang Pìemanfaatan Jìenis 

Tumbuhan dan Satwa Liar.  

c. Pìeraturan Mìentìeri Kìehutanan Nìomìor : P.19/Mìenhut-II/2005 tìentang 

Pìenangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.  

 

Hukum Saitwai Liair Dilindungi Di Acieh Dairi Pierburuain Dain Pierdaigaingain Iliegail (Pienielitiain Di 

Bailaii Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim Acieh), (27), hlm. 11 
65 Gunienai, P. (2000). Antairai Sioputain dain Bunaikien. PT Bailaii Pustaikai (Piersierio). hlm. 14 
66 Diningrait, R. I. (2015). Pieniegaikain Hukum tierhaidaip Tindaik Pidainai Pierdaigaingain Saitwai Liair yaing 

Dilindungi Mienurut Undaing-Undaing Niomior 5 Taihun 1990 Tientaing Kionsiervaisi Sumbier Daiyai Alaim 

Haiyaiti dain Ekiosistiemnyai (Studi Kaisus tierhaidaip Pierdaigaingain Burung Pairuh Enggaing di Priovinsi 

Kailimaintai. Jurnail Niestior Maigistier Hukum, 2(2), hlm. 33 
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d. Pìeraturan Mìentìeri Kìehutanan Nìomìor : P.52/Mìenhut-II/2006 tìentang Pìeragaan 

Jìenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi  

e. Pìeraturan Mìentìeri Kìehutanan Nìomìor : P.53/Mìenhut-II/2006 tìentang Lìembaga 

Kìonsìervasi 

f. Pìeraturan Mìentìeri Kìehutanan Nìomìor : P.35/Mìenhut-II/2007 tìentang Hasil 

Hutan Bukan Kayu  

g. Pìeraturan Mìentìeri Kìehutanan Nìomìor : P.31/Mìenhut-II/2009 tìentang Akta Buru 

dan Tata Cara Pìermìohìonan Akta Buru  

h. Pìeraturan Mìentìeri Kìehutanan Nìomìor : P.18/Mìenhut-II/2010 tìentang Surat Izin 

Bìerburu dan Tata Cara Pìermìohìonan Izin Bìerburu. 

 

Kìonsìervasi sumbìer daya alam hayati dan ìekìosistìemnya bìertujuan untuk 

mìengusahakan tìerwujudnya kìelìestarian sumbìer daya alam hayati sìerta 

kìesìeimbangan ìekìosistìemnya, sìehingga dapat mìendukung upaya pìeningkatan 

kìesìejahtìeraan masyarakat dan mutu kìehidupan manusia karìena hal tìersìebut adalah 

tanggung jawab kita bìersama. Sìegala bìentuk upaya pìerlindungan tìerhadap satwa 

harus dilaksanakan, karìena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya 

di Indìonìesia sìemakin hari sìemakin bìerkurang. Bahkan ada dari bìebìerapa spìesiìes 

yang saat ini sudah mìengalami kìepunahan.67 

Kìepunahan dari bìebìerapa jìenis satwa yang dilindungi ini mìerupakan 

kìetidaksadaran dari dalam diri manusia bìetapa pìentingnya mìenjaga kìesìeimbangan 

ìekìosistìem. Tanpa disadari bahwa spìesiìes-spìesiìes yang tìelah punah ataupun hampir 

punah tìersìebut mìemiliki pìeranan yang sangat pìenting bagi suatu kìesìeimbangan 

ìekìosistìem, sìehingga dìengan punahnya spìesiìes tìersìebut tìelah mìembunuh tumbuh 

dan bìerkìembangan suatu ìekìositìem dan pada akhirnya mìembawa dampak buruk 

yang sangat vital bagi kìebìerlangsungan hidup sìeluruh makhluk yang ada di bumi.68 

Kìondisi lingkungan kawasan pìelìestarian alam dilakukan dìengan tìetap mìenjaga 

kìelìestarian fungsi kawasan” adapun upaya pìemanfaatan sìecara lìestari yang 

dilakukan ìolìeh Balai Kìonsìervasi Wilayah di daìerahnya adalah Upaya pìenangkaran 

dìengan mìelibatkan masyarakat, yaitu upaya pìerbanyakan mìelalui 

pìengìembangbiakan satwa liar dìengan tìetap mìempìertahankan kìemurnian jìenisnya. 

 
67 Ibid. 35 
68 Indioniesiai, M. U., Praibiowio, H. S., Tiobing, I. S., Abbais, A. S., Sailieh, C., Hudai, M., ... & 

Maingunjaiyai, F. M. (2017). Pieliestairiain Saitwai Laingkai untuk Kiesieimbaingain Ekiosistiem: Pienuntun 

Siosiailisaisi Faitwai MUI Nio 4, 2014, tientaing Faitwai Pieliestairiain Saitwai Laingkai untuk Mienjaigai 

Kiesieimbaingain Eksiosistiem (Viol. 1). LPLH-SDA MUI. 



33 

 

 

 

Upaya pìembìesaran yaitu Pìembìesaran adalah upaya mìemìelihara dan mìembìesarkan 

bìenih atau bibit dan anakan dari tumbuhan dan satwa liar dari alam d ìengan tìetap 

mìempìertahankan kìemurnian jìenisnya. Pìeragaan bìerupa pìertunjukan sarana 

ìedukatifpìengìenalan hìewan langka kìepada masyarakat di daìerah daìerah rìekrìeasi. 

Pìemìeliharaan untuk kìesìenangan yaitu masyarakat bìerhak mìemiliki dan mìemìelihara 

hìewan yang masuk kritìeria tidak dilindungi untuk kìesìenangan dìengan tìerlìebih 

dahulu mìengajukan ijin pìemìeliharaan kìepada BKSDA sìetìempat.69 

Kawasan pìelìestarian alam adalah kawasan dìengan ciri khas tìertìentu baik didarat 

maupun dipìerairan, kìeanìekaragaman jìenis tumbuhan dan satwa, sìerta pìemanfaatan 

sìecara lìestari sumbìer daya alam hayati ìekìosistìemnya. Pasal 1 Ayat (14) mìenìetapkan 

: Taman nasiìoanal adalah kawasan pìelìestarian alam yang mìempunyai ìekìosistìem 

asli, dikìelìola dìengan sistìem zìonasi yang di manfaatkan untuk tujuan pìenìelitian, ilmu 

pìengìetahuan, pìendidikan, pìenunjang budidaya, parawisata, dan rìekrìeasi. Tidak 

hanya pìeraturan dari nìegara Indìonìesia saja yang mìengatur tìentang larangan 

mìerusak lingkungan ataupun tìentang pìerlindungan satwa, islam juga mìengajarkan 

bagaimana mìenjaga lingkungan dan bìerbuat baik tìerhadap makhluk tuhan yang 

lain. Islam mìemìerintahkan pìenganutnya untuk sìelalu bìerbuat baik, bukan saja 

tìerhadap sìesama manusia akan tìetapi juga tìerhadap alam lingkungan. Pìerintah 

bìerbuat baik itu juga sìebagian bìesarnya bìersifat umum yang bìerlaku juga dalam hal 

bìerhubungan baik dangan makhluk, fauna dan flìora.70 

Tìerancamnya satwa yang dilindungi tìersìebut itu akibat tingginya kìeinginan 

sìebagian ìorang untuk mìemiliki anggìota tubuh dari satwa yang dilindungi tìersìebut, 

kulit harimau, gading gajah, dan lain sìebagainya. Satwa langka yang sulit dit ìemui 

dihabitat aslinya karìena pìopulasinya hampir punah, mìembuat pìemìerintah 

mìenìerbitkan pìeraturan pìerundang-undangan untuk mìelindungi satwa langka dari 

kìepunahannya. Tujuannya mìembìerikan pìerlindungan tìerhadap satwa-satwa yang 

dilindungi dari ancaman pìelaku kìejahatan yang tidak bìertanggung jawab atas 

ancaman kìepunahan satwa-satwa langka di Indìonìesia. Hal itu ditandai dìengan 

 
69 MaicKinnion, J. R. (1990). Piengieliolaiain kaiwaisain yaing dilindungi di daiieraih triopikai. Gaidjaih Maidai 

Univiersity Priess. 
70 Painggaibieain, N., & Raihaiyu, M. I. F. (2023). Sainksi Pidainai Baigi Pielaiku Pierdaigaingain Saitwai Liair 

yaing dilindungi Siecairai Illiegail. UNES Laiw Rieviiew, 6(2), 5809-5815. 
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ditìerbitkanya Undang-Undang (UU) Nìomìor 32 Tahun 2024 tìentang Pìerubahan atas 

Undang-Undang Nìomìor 5 Tahun 1990 tìentang Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam 

Hayati dan Ekìosistìemnya. Yang mana Undang-Undang ini mìenìentukan pula 

katìegìori atau kawasan suaka alam dìengan ciri khas tìertìentu baik didarat maupun 

dipìerairan yang mìempunyai fungsi pìokìok sìebagai kawasan pìengamanan satwa 

langka sìerta ìekìosistìemnya. Daftar panjang tìentang satwa liar yang tìerancam punah 

tìersìebut dapat dilihat dari sulitnya untuk mìelihat bìebìerapa jìenis satwa liar dihabitat 

aslinya.71 

Pìengawasan kìehutanan dimaksudkan untuk mìencìermati, mìenìelusuri, dan mìenilai 

pìelaksanaan pìengurusan hutan, sìehingga tujuan dapat tìercapai sìecara maksimal dan 

sìekaligus mìerupakan umpan balik bagi pìerbaikan dan atau pìenyìempurnaan 

pìengurusan hutan lìebih lanjut. Pìemìerintah dan pìemìerintahan daìerah wajib 

mìelakukan pìengawasan kìehutanan. Masyarakat atau pìerìorangan bìerpìeran sìerta 

dalam pìengawasan kìehutanan. Jika pìengawasan kìehutanan dilakukan sìecara baik 

ìolìeh pìemìerintah dan didukung ìolìeh masyarakat, sìehingga satwa yang dilindungi 

jauh dari ancaman kìepunahan, dìengan adanya pìengawasan dari pìemìerintahan maka 

ancaman kìepunahan dari stawa langka dapat bìerkurang. Sìehingga kita dapat 

mìelìestarikan satwa-satwa langka tìersìebut. 

Fungsi pìengawasan dilakukan tìerhadap pìerìencanaan dan kìegiatan pìelaksanaannya. 

Kìegiatan pìengawasan sìebagai fungsi manajìemìen bìermaksud untuk mìengìetahui 

tingkat kìebìerhasilan dan kìegagalan yang tìerjadi sìetìelah pìerìencanaan dibuat dan 

dilaksanakan. Kìebìerhasilan pìerlu dipìetrtahankan dan jika mungkin ditingkatkan 

dalam pìerwujudan manajìemìen atau administrasi bìerikutnya dilingkungan suatu 

ìorganisasi atau unit kìerja tìertìentu. Sìebaliknya sìetiap kìegagalan harus dipìerbaiki 

dìengan mìenghindari pìenyìebabnya baik dalam mìenyusun pìerìencanaan maupun 

pìelaksanaannya. 

 

 
71 Naisutiion, A. R. (2022). Anailisis Kiebijaikain Hukum Pidainai tierhaidaip Tindaik Pidainai Pierdaigaingain 

Saitwai yaing Dilindungi Siecairai Illiegail (Studi di Bailaii Piengaimainain dain Pieniegaikain Hukum 

Lingkungain Hidup dain Kiehutainain Wilaiyaih Sumaitierai) (Dioctiorail dissiertaitiion, Univiersitais Miedain 

Arieai). 
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E. Tinjauan tìentang Faktìor Pìenghambat Pìenanggulangan Kìejahatan  

Faktìor-Faktìor yang mìempìengaruhi pìenìegakan hukum mìenurut Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo 

adalah:72 

1. Faktìor Hukum 

Pìermasalahan lain yang kìerap dijumpai dalam pìeraturan pìerundang- undangan 

adalah adanya Undang-Undang yang bìelum mìempunyai pìeraturan pìelaksanaan, 

padahal di dalam Undang-Undang tìersìebut dipìerintahkan dìemikian. Tidak 

adanya pìeraturan Pìelaksanaan akan mìengganggu kìesìerasian antara kìetìertiban 

dìengan kìetìentìeraman. 

2. Faktìor Pìenìegak Hukum 

Sìeìorang pìenìegak hukum sìebagaimana halnya dìengan warga masyarakat 

lainnya mìempunyai kìedudukan dan pìeranan sìekaligus. Dìengan dìemikian 

tidaklah mustahil bahwa antara bìerbagai kìedudukan dan pìeranan timbul kìonflik 

(status cìonflict dan cìonflict ìof rìolìes). Kalau di dalam kìenyataannya tìerjadi suatu 

kìesìenjangan antara pìeran yang sìeharusnya dìengan pìeranan yang sìebìenarnya 

dilakukan atau pìeranan aktual maka akan tìerjadi suatu kìesìenjangan pìeran. 

3. Faktìor Sarana atau Fasilitas 

Tanpa sarana atau fasilitas tìertìentu maka tidak mungkin pìenìegakan hukum akan 

bìerlangsung dìengan lancar. Sarana atau fasilitas tìersìebut antara lain mìencakup 

tìenaga manusia yang bìerpìendidikan dan tìerampil. Organisasi yang baik, 

pìeralatan yang mìemadai, kìeuangan yang cukup dan sìetìerusnya. Kìepastian dan 

kìecìepatan pìenanganan pìerkara sìenantiasa tìergantung pada masukan sumbìer 

daya yang dibìerikan di dalam prìogram- prìogram pìencìegahan dan 

pìembìerantasan kìejahatan sìeiring dìengan pìerkìembangan ilmu pìengìetahuan dan 

tìeknìolìogi. 

4. Faktìor Masyarakat 

Pìenìegakan hukum bìerasal dari masyarakat dan bìertujuan untuk mìencapai 

kìedamaian masyarakat. Olìeh karìena itu dari sudut pandang tìertìentu masyarakat 

dapat mìempìengaruhi pìenìegakan hukum. Dari sudut sistìem sìosial dan budaya, 

Indìonìesia mìerupakan suatu masyarakat majìemuk (plural sìociìety) tìerdapat 

banyak gìolìongan ìetnik dan kìebudayaan- kìebudayaan khusus. Masyarakat dapat 

mìempìengaruhi pìenìegakan hukum. 

5. Faktìor Kìebudayaan 

Faktìor kìebudayaan sìebìenarnya satu dìengan masyarakat tìetapi dalam 

pìembahasan ditìengahkan masalah sistìem nilai-nilai yang mìenjadi inti dari 

kìebudayaan spiritual atau nìon matìeriìel. Kìebudayaan (sistìem) hukum pada 

dasarnya mìencakup nilai-nilai yang mìendasari hukum yang bìerlaku, nilai-nilai 

yang mìerupakan kìonsìepsi-kìonsìepsi abstrak mìengìenai apa yang sìeharusnya 

dianggap baik (sìehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk. 

 

 

 
72 Sioierjionio Sioiekaintio, Ibid. Hlm.8 
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Pìenanggulangan kìejahatan, khususnya tindak pidana tìertìentu sìepìerti pìerdagangan 

gìelap satwa dan pìerusakan lingkungan, sìering tìerkìendala ìolìeh sìejumlah faktìor 

pìenghambat yang kìomplìeks. Salah satu faktìor utama adalah kìetìerbatasan sumbìer 

daya manusia yang tìerlatih dan prìofìesiìonal dalam bidang pìenìegakan hukum. 

Pìersìonìel yang mìenangani kasus-kasus ini mìemìerlukan kìeahlian khusus dan 

pìemahaman mìendalam tìerhadap aspìek hukum sìerta tìeknis lingkungan, yang tidak 

sìelalu tìersìedia sìecara mìemadai di sìeluruh wilayah. 

Faktìor lain yang kìerap mìenjadi pìenghambat adalah kìetìerbatasan sarana dan 

prasarana pìendukung pìenyìelidikan dan pìenyidikan. Pìeralatan untuk pìelacakan, 

pìengambilan sampìel, dan pìengujian labìoratìorium yang mìemadai sangat dibutuhkan 

untuk mìempìerkuat bukti di pìengadilan. Namun, kìetìerbatasan anggaran dan fasilitas 

sìering mìenghambat ìefìektivitas prìosìes hukum, sìehingga mìempìerlambat pìenanganan 

kasus dan bìerpìotìensi mìembìeri cìelah bagi pìelaku untuk mìenghindari sanksi. 

Kìoìordinasi antar lìembaga tìerkait juga sìering mìenjadi tantangan dalam 

pìenanggulangan kìejahatan, khususnya yang mìelibatkan bìerbagai sìektìor sìepìerti 

lingkungan hidup, kìehutanan, kìelautan, dan kìepìolisian. Pìerbìedaan kìewìenangan, 

prìosìedur kìerja, dan kìomunikasi.73 

Faktìor sìosial dan ìekìonìomi masyarakat turut bìerpìeran dalam mìenghambat upaya 

pìenanggulangan kìejahatan. Kìetìergantungan masyarakat pada sumbìer daya alam 

sìecara ilìegal, akibat kìetìerbatasan altìernatif mata pìencaharian dan rìendahnya 

kìesadaran hukum, mìenyìebabkan praktik-praktik pìelanggaran sulit dibìerantas 

sìepìenuhnya. Kurangnya harmìonisasi antara pìeraturan daìerah dan nasiìonal sìerta 

lìemahnya implìemìentasi aturan tìerkait pìerdagangan gìelap satwa dan kìejahatan 

lingkungan mìembuat prìosìes hukum bìerjalan lambat dan sìeringkali kurang 

mìembìerikan ìefìek jìera. Upaya pìenguatan rìegulasi dan pìeningkatan pìenìegakan 

hukum mìenjadi sangat pìenting untuk mìenanggulangi kìejahatan sìecara ìefìektif dan 

bìerkìelanjutan. 

 

 
73 Jainuri, J., Mielaiti, D. P., & Muhaidi, M. (2022). Upaiyai kiepiolisiain dailaim pienainggulaingain kiejaihaitain 

cybier tieriorgainisir. Audi Et AP: Jurnail Pienielitiain Hukum, 1(02), 94-100. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pìendìekatan Masalah 

Sìoìerjìonìo Sìoìekantìo dan Sri Mamudji mìenìerangkan suatu pìenìelitian ilmiah mìemiliki 

idìentitas masing-masing. Pìenìelitian hukum dapat  dilakukan dìengan cara mìencari 

bahan-bahan rìefìerìensi kìepustakaan dan bìerbagai bahan lainnya. Pìendìekatan yang 

dipakai didalam pìenìelitian ini Pìendìekatan Yuridis Nìormatif dan didukung yuridis 

Empiris yaitu: 74 

1. Pìendìekatan Yuridis Nìormatif 

Pìendìekatan yang dilakukan bìerdasarkan bahan hukum utama, mìenìelaah hal 

yang bìersifat tìeìoritis atau nìormatif yang mìenyangkut pìeraturan pìerundang-

undangan, asas-asas hukum, kìonsìepsi hukum yang bìerhubungan ìerat dìengan 

Upaya dari Subdit IV Tipidtìer Ditrìeskrimsus dalam mìengungkap pìerdagangan 

gìelap satwa dilindungi 

2. Pìendìekatan Yuridis Empiris 

Dilakukan dìengan cara mìenggali infìormasi dan mìengadakan pìenìelitian di 

lapangan dari Kìepìolisian daìerah Lampung guna mìengìetahui sìecara lìebih jauh 

mìengìenai pìermasalahan-pìermasalahan yang akan ditìeliti. 

B. Sumbìer dan Jìenis Data 

Sumbìer data pìenìelitian yang dipìerìolìeh dan digunakan dalam pìenulisan ini adalah 

data sìekundìer, primìer, dan tìersiìer yaitu mìerupakan data yang dipìerìolìeh dari 

pìenìelusuran bahan pustaka mìelalui sumbìer dari pìeraturan pìerudang-undangan, 

 

74 Sioierjionio Sioiekaintio dain Sri Maimudji, Pienielitiain Hukum Niormaitif:  Suaitu Tinjaiuain Singkait 

(Jaikairtai: Raijai Graifindio Piersaidai, 2001). hlm. 1-2 
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buku-buku, dìokumìen rìesmi, publikasi, artikìel, mìedia massa, dan hasil pìenìelitian.75 

Bìerikut mìerupakan sumbìer data pìenìelitian, antara lain; 

1. Bahan hukum primìer adalah sumbìer hukum yang mìemiliki kìekuatan hukum 

yang mìengikat dan diakui sìecara rìesmi ìolìeh nìegara tìerdiri dari: 

a. Undang-Undang Nìomìor 41 Tahun 1999 tìentang Kìehutanan 

b. Undang-Undang Nìomìor 2 tahun 2002 tìentang Kìepìolisian Nìegara 

Rìepublik Indìonìesia 

c. Undang-Undang Nìomìor 32 Tahun 2024 tìentang Pìerubahan atas Undang-

Undang Nìomìor 5 Tahun 1990 tìentang Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam 

Hayati dan Ekìosistìemnya 

 

2. Bahan hukum sìekundìer adalah sumbìer hukum yang tidak mìemiliki kìekuatan 

mìengikat sìecara hukum, tìetapi bìerfungsi sìebagai pìenjìelas, analisis, atau intìerprìetasi 

tìerhadap bahan hukum primìer, tìerdiri dari: 

a. Jurnal Ilmiah 

b. Artikìel Ilmiah 

3. Bahan hukum tìersiìer adalah sumbìer hukum yang bìersifat pìenunjang dan tidak 

mìemiliki kìekuatan mìengikat sìecara hukum tìerdiri dari: 

a. Kamus Bìesar Bahasa Indìonìesia; 

b. Kamus Bahasa Inggris; 

c. Kamus Bahasa Hukum, 

d. Majalah; dan 

e. Mìedia Massa. 

C. Pìenìentuan Narasumbìer 

Idìentifikasi sumbìer sangat pìenting guna pìenyìelidikan ini. didalam pìenìelitian ini, 

pìenìentuan sumbìer daya individu didasarkan pada ìobjìek pìenìelitian yang mìemahami 

masalah, punya data, sìerta bìersìedia mìenyìediakan data. Narasumbìer yang 

diikutsìertakan dalam pìenìelitian ini yaitu: 

 

 

 
75 Ali Zaiinuddin, Mietiodie Pienielitiain Hukum. (Sinair Graifikai, 2009) hlm. 176 
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1.  Pìenyidik Pìembantu Unit 3 Subdit IV Tipidt ìer 

Kìepìolisian Daìerah Lampung 

:  

1 Orang 

2.  Kanit Pìolhut (Kìepala Unit Pìolisi Kìehutanan) BKSDA 

Bìengkulu Sìeksi Wilayah 3 Lampung 

 

: 

 

1 Orang 

3.  Dìosìen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Univìersitas Lampung 

 

: 

 

1 Orang   + 

 Jumlah  3 Orang 

D. Prìosìedur Pìengumpulan dan Pìengìolahan Data 

1. Prìosìedur  pìengumpulan data 

Prìosìedur Pìengumpulan data yang dipakai didalam pìenìelitian ini yakni: 

a. Studi Kìepustakaan 

Studi pustaka yakni mìetìodìe guna mìempìerìolìeh data sìekundìer yang pada 

pìenìelitian ini dilaksanakan mìelalui buku, Undang-Undang, jurnal, intìernìet 

sìerta bahan lainnya yang bìerhubungan dìengan masalah yang ditìeliti. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan tìermasuk sarana pìengumpulan data primìer dari rìespìondìen 

mìelalui wawancara tìerbuka. Pìenulis sudah mìengìembangkan pìeta jalan guna 

tìopik utama pìerdìebatan yang hìendak dipìertanyakan. Stratìegi ini dipakai 

agar rìespìondìen bìebas mìengirimkan balasan sìebagai dìeskripsi. 

2. Pìengìolahan Data 

Pìengìolahan data ialah kìegiatan guna mìendapatkan data ringkasan yang sudah 

didapatkan dari studi kìepustakaan sìerta studi lapangan. Kìemudian data tìersìebut 

diìolah mìelalui langkah-langkah yakni: 

a. Pìemilihan data, tìermasuk upaya pìengìecìekan kìembali kìelìengkapan, 

kìejìelasan, sìerta kìebìenaran data, ditìentukan ìolìeh tìopik pìenìelitian yang 

disìelidiki.  

b. Katìegìorisasi data, yaitu pìenyusunan data mìenurut pìengìelìompìokan yang 

ditìentukan guna mìempìerìolìeh data yang rìelìevan sìerta bìenar guna dianalisis 

lìebih lanjut.  

c. Sistìematisasi data, ataupun tindakan mìenyusun sìerta mìerakit data yang 

saling tìerkait, mìenyatu, sìerta tìerintìegrasi di dalam sub-tìopik guna 

mìembantu intìerprìetasi data. 
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E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam pìenìelitian ini adalah Data Sìekundìer 

mìenggunakan mìetìodìe Pìenafsiran Hukum, Data Primìer mìenggunakan mìetìodìe 

Intìeraktif. Mìetìodìe pìenafsiran hukum mìengadakan pìengamatan pìeraturan 

pìerundang-undangan yang tìelah didapat dan mìenghubungkan data tìersìebut 

sìesuai dìengan kìetìentuan maupun asas hukum yang bìerhubungan dìengan 

pìermasalahan yang akan ditìeliti. Mìetìodìe intìeraktif bìertujuan untuk mìelibatkan 

narasumbìer guna mìengìetahui pìenìerapan asas dalam Undang-Undang. Bahan 

hukum dan data pìenìelitian ini kìemudian akan diuraikan dalam kalimat dan 

pìembahasan yang disusun sìecara sistìematis, sìehingga dapat dipìerìolìeh gambaran 

yang jìelas sìerta bìermuara pada akhir kìesimpulan yang jìelas dan tìerang.  
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V. PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Bìerdasarkan hasil pìenìelitian dan pìembahasan di atas, maka pìenulis mìembìerikan 

Kìesimpulan sìebagai bìerikut: 

1. Upaya Pìenanggulangan Subdit IV Tipidtìer Ditrìeskrimsus dalam mìengungkap 

Pìerdagangan gìelap satwa dilindungi mìelalui 2 upaya, yaitu Upaya pìenal dan 

nìon pìenal. Mìelalui Upaya pìenal Subdit IV Tipidtìer Ditrìeskrimsus mìenìegaskan 

bahwa Kìebijakan Hukum pidana sìebagai pìencìegahan umum (gìenìeral 

prìevìentiìon) ditìegakan sìesuai dìengan rìegulasi dalam Undang-Undang (UU) 

Nìomìor 32 Tahun 2024 tìentang Pìerubahan atas Undang-Undang Nìomìor 5 

Tahun 1990 tìentang Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam Hayati dan Ekìosistìemnya 

sìesuai dìengan kìejahatan pìelanggarnya, mulai dari Tingkat pìenyidikan hingga 

putusan pìengadilan. Mìelalui Upaya nìon Pìenal Subdit IV Tipidtìer 

Ditrìeskrimsus Pìolda Lampung & Balai Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam 

(BKSDA) bìekìerjasama dan bìerkìesinambungan mìelakukan pìencìegahan nìon 

pidana, mìelalui sìosialisasi, ìedukasi, sharing data, patrìol, dan mìenìerima 

pìengaduan dari ìorganisasi Masyarakat. 

2. Faktìor Pìenghambat Upaya pìenanggulangan Subdit IV Tipidtìer Ditrìeskrimsus 

dalam mìengungkap gìelap satwa dilindungi mìelalui 5 faktìor, yaitu faktìor 

Undang-Undang, faktìor aparat pìenìegak hukum, faktìor sarana dan prasarana, 

faktìor Masyarakat dan faktìor kìebudayaan. Mìelalui 5 faktìor tìersìebut Subdit IV 

Tipidtìer Ditrìeskrimsus dan Balai Kìonsìervasi Sumbìer Daya Alam (BKSDA) 

mìemiliki yang bìerkìorìelasi antara kìeduanya, sìepìerti faktìor pìenìegak hukum 

yang mana kurangnya sumbìer daya manusia yang mìemahami atau mìemadai 

dalam pìengungkapan sìecara Tìeknik pìerdagangan gìelap satwa dilindungi dari 

kìepìolisian dan BKSDA. Faktìor lainya yaitu pìenunjang kìegiatan instansi 
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kìedunya bìerupa sarana prasarana yang bìelum lìengkap, sìehingga mìenghambat 

patrìoli pìenjagaan di pìos-pìos kabupatìen atau kìota. Kìemudian faktìor Masyarakat 

sìebagai bagian hubungan dari kìehidupan antara manusia dan hìewan, 

Masyarakat bìelum mìemiliki pìengìetahuan mìengìenai satwa-satwa dilindungi, 

dan ìedukasi yang  bìelum mìenyìeluruh di wilayah Lampung. 

 

B. Saran 

Bìerdasarkan simpulan tìersìebut, pìenulis mìembìerikan saran yang mìembangun 

sìebagai bìerikut: 

1. Diharapkan kìepada Subdit IV Tipidtìer Ditrìeskrimsus Pìolda Lampung dan 

BKSDA diharapkan untuk mìeningkatan kapasitas aparat pìenìegak hukum dan 

sarana prasarana dìengan mìeningkatkan kualitas dan kuantitas SDM mìelalui 

pìelatihan tìeknis tìentang invìestigasi pìerdagangan gìelap satwa dilindungi dan 

pìemahaman rìegulasi tìerbaru. Sìelain itu, invìestasi pìeralatan patrìoli, tìeknìolìogi 

pìengawasan, dan fasilitas kìomunikasi harus dipìerkuat agar pìencìegahan dan 

pìenindakan bìerjalan ìoptimal dan bìerkìelanjutan.  

2. Diharapkan kìepada Subdit IV Tipidtìer Ditrìeskrimsus untuk mìeningkatkan 

kapasitas aparat mìelalui pìelatihan khusus cybìer patrìol dan tìeknik pìengumpulan 

bukti digital, sìerta ìoptimalisasi sarana atau prasarana mìelalui kìerjasama pìos 

tìerpadu dìengan PJR Pìolda. Dari sisi pìenìegakan hukum, kìoìordinasi lintas 

prìovinsi harus diintìensifkan untuk mìembìongkar sindikat bìesar, disìertai dìengan 

tuntutan dan vìonis yang mìembìerikan ìefìek jìera maksimal.
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